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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya desentralisasi merupakan instrumen untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu (James W. Fesler : 1965 A.F. Leemans:
1970). Tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan
nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa
(national unity), pemerintahan yang demokratik (democratic government),
kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan
pembangunan sosial ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut biasanya tercantum
dalam kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan dan/atay
pernyataan-pernyataan politik dari elit nasional mengenai desentralisasi
dan otonomi daerah (Hoessein, 1998),

Hasil pengamatan terhadap tujuan desentralisasi di Indonesia
menunjukkan terdapatnya pergeseran dalam skala prioritas tujuan
desentralisasi. Dalam masa Hindia Belanda, skala prioritas tujuan
desentralisasi di bawah Decenfralisatiewet 1903 adalah efisiensi (J.5.
Furnivall : 1956), kemudian bergeser ke efisiensi dan partisipasi dalam
kurun waktu Bestuurhervormingswet 1922 (J.S. Furnivall - 1976 Hary J.
Benda . 1971). Tujuan partisipasi diwujudkan dalam pembentukan
Regentschap (Kabupaten) sebagai daerah otonom bagi kelompok pribumi.

Dalam masa kemerdekaan terjadi serangkaian pergeseran
mengenai skala prioritas tujuan desentralisasi. Di bawah UU No. 22 Tahun
1848 dan UU No. 1 Tahun 1957 skala prioritas tujuan desentralisasi
adalah demokrasi atau pendemokrasian pemerintahan (Gerald S.
Maryanov : 1858). Dalam masa Demokrasi Terpimpin, di bawah UU No.

Sludi Penataan Kewenangan & Kelembagaan Pemda Bandung ---— = 1




18 Tahun 1965 skala prioritas tujuan desentralisasi adalah stabilitas dan

efisiensi pemerintahan (The Liang Gie: 1968).

Dalam masa Orde Baru, yang menganut UU No. 5 Tahun 1974,
skala pricritas tujuan desentralisasi menurut format politik adalah untuk
meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di
Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan

politik dan kesatuan bangsa.

Dalam kurun waktu pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974, bukan
kemandirian  Pemerintan Daerah yang terbentuk, melainkan
ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Pusat. Bukan prakarsa
yang memancar dalam mengelola kepentingan masyarakat setempat,
melainkan mobilisasi dari atas. Otonomi dalam arti kebebasan berkarya
tergolong kecil. Sebaliknya kontrol Pusat terhadap setiap aspek dan
proses pemerintahan daerah sangat bertubi-tubi dan intensif. Posisi
Dewan sangat lemah dan peranannya sangat kecil. Otonomi untuk
menyalurkan aspirasi kemajemukan masyarakat tersubordinasi oleh
kebijakan yang menyamaratakan dan menyeragamkan keadaan
masyarakat (Hoessein, 1999).

Dalam upaya reformasi terhadap UU No. 5 Tahun 1974 untuk
membangun formal baru pemerintahan daerah di masa yang akan datang
perlu dilakukan pergantian model pemerintahan daerah, dari model
efisiensi struktural yang dianut saat ini menjadi model demokrasi. Model
struktural efisiensi berakar pada teori pemerintahan daerah yang dibangun
menurut teori management, sedangkan model demokrasi berakar pada
teori pemerintahan daerah yang dibangun menurut teori politik (Danny
Burns, Robin Hambleton dan Paul Hoggett: 1994).
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Terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (yang
sering disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerah) membawa
angin  segar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pemerintah sangat
berkeinginan untuk mewujudkan otonomi daerah yang besar dan
terbentuknya struktur pemerintahan daerah vyang kondusif untuk
mengemban tugas-tugas otonomi. Dengan dukungan Undang-undang No.
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan

Daerah diharapkan dapat meredam gerakan disintegrasi.

Kedua Undang-undang Otonomi Daerah tersebut pada level
pemerintan pusat dan daerah menuntut adanya penataan kembali
kewenangan dan kelembagaan pemerintan pusat  sesuai dengan
dinamika kondisi yang berkembang saat ini. Konsekuensi dari kegiatan
penataan ini adalah penggabungan dan pengurangan lembaga yang
telah ada maupun pembentukan lembaga baru pemerintah pusat dan
daerah yang efeklif dan efisien. Dalam upaya mengantisipasi tuntutan ini
maka Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kota
Bandung pada khususnya harus mengambil langkah-langkah antisipasi
sedini mungkin. Untuk itulah perlu disusun suatu strategi penataan
kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa
terjadi kesenjangan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, yaitu: di satu sisi Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku dan di sisi lain
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Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintan Pusat dan Daerah sebagai penggantinya belum
tersosialisasikan dengan baik. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan
merumuskan susunan kewenangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah
disesuaikan dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah dan

tuntutan dinamika perkembangan masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut maka permasalahan yang periu dikaji
adalah "Bagaimanakah rumusan kewenangan dan susunan kelembagaan
Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memenuhi tuntutan Basic
Services dan Care Competencies sesuai dengan Undang-undang No. 22
Tahun 1999 ",

Agar pengkajian menjadi lebih terfokus maka permasalahan
penelitian  perlu diturunkan (di-break down) menjadi pertanyaan-
pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dapat dirumuskan
sebagai berikut:

1. Urusan-urusan apa saja yang menjadi urusan rumah tangga
Pemerintah Daerah Kota Bandung yang memenuhi tuntutan Basic
Services dan Core Competencies sesuai dengan Undang-undang No.
22 Tahun 19997

2. Bagaimana bentuk kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung

yang sesuai untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut?

1.3. Maksud, Tujuan Dan Kegunaan

Pengkajian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan
menganalisis :
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1. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bandung yang
memenuhi tuntutan Basic Services dan Core Competencies sesuai

dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1959,

2. Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Bandung vyang dapat
mengakomodasi semua kebutuhan yang memenuhi tuntutan Basic
Services dan Core Competencies sesuai dengan Undang-undang No.
22 tahun 199S.

Tujuan penelitian ini adalah teridentifikasinya kewenangan
Pemerintan Daerah Kota Bandung dan dan tertatanya kelembagaan
Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 22
Tahun 1999 di.sasuaikan dengan kondisi setempat berdasarkan tuntutan
Basic Services dan Core Competencies.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan
masukan dalam penataan kewenangan dan kelembagaan pemerintah
daerah bagi para pengambil keputusan di Daerah Kota Bandung dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada akhirnya
akan diperoleh sebuah model penataan kewenangan dan kelembagaan
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah

dan kondisi Daerah yang bersangkutan.
1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah Rumusan
Kewenangan dan Susunan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota
Bandung yang memenuhi tuntutan Basic Services dan Core
Competencies sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1389.

Studi Penataan Kewenangan & Kelembagaan Pemda Bandung -——----———--—-- 5

n“",,.'ﬂk J‘I



1.5. Sistematika Laporan

Laporan pengkajian ini menggunakan sistematika sebagai
berikut:

Bab | : Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang berbagai hal yang
mendasari penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,
permasalahan penelitian, maksud, tujuan dan kegunaan penelitian,
hasil yang diharapkan dari penelitian ini, dan sistematika laporan
penelitian.

Bab Il : Kerangka Pemikiran

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran penelitian yang
terdiri dari konsep dasar desentralisasi dan otonomi daerah,
perubahah kewenangan daerah, kewenangan daerah kondisi
daerah, dan kelembagaan daerah, definisi konsep dan definisi
operasional penelitian.

Bab Il : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang
terdiri dari tipe dan pendekatan penelitian, sampel penelitian,
pengumpulan data, dan pengolahan data penelitian.

Bab IV : Kondisi Wilayah Penelitian

Bab ini berisi tentang berbagai hal mengenai wilayah
penelitian yang terkait dengan pokok kajian penelitian. Bab ini
menguraikan secara singkat gambaran umum wilayah penelitian
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yang terdiri dari letak geografis, pembagian wilayah pemerintahan,
kondisi penduduk ditinjau dari sosial ekonomi, dan potensi wilayah
dalam bidang pertanian sampai dengan PDRB.

Bab V : Penyajian dan Analisis Data

Bab ini berisi mengenai penyajian dan analisis data penelitian
secara kualitatif. Dari analisis ini diharapkan dapat ditemukan
kewenangan dan kelembagaan pemerintahan daerah di lokasi
penelitian berdasarkan UU Otonomi Daerah dan karakteristi wilayah
yang dimiliki sesuai dengan tuntutan basic services dan core
competencies. Hasil analisis ini diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk menyusun kewenangan dan kelembagaan baru
pemerintahan daerah di lokasi penelitian.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk
ditindak lanjuti. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran
singkat mengenai hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang
dikemukakan dapat bermanfaat khususnya bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dengan penelitian ini.
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BAB Il
KERANGKA ANALISIS

2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Keberadaan Pemerintah Daerah tidak luput dari adanya
desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan nasional
suatu bangsa termasuk pula di Indonesia. Sebab eksistensi Pemerintah
Daerah itu merupakan akibat dari diberlakukannya desentralisasi dan
otonomi daerah. Menurut E. Koeswara bahwa desentralisasi dan otonomi
daerah tidak hanya merupakan fenomena administratif dan politik saja
tetapi juga merupakan fenomena kemasyarakatan, Dengan demikian
maka Pemerintah Daerah--yang merupakan perwujudan  dari
desentralisasi dan otonomi daerah---tidak akan dapat dilepaskan dari segi
politik, kepemerintahan (administrasi), pembangunan dan dinamika
Kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Atau dengan lain perkataan
bahwa persoalan mengenai Pemeritah Daerah tidak hanya mencakup
masalah penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat saja tetapi juga
mempersoalkan hak dan kewajiban masyarakat di Daerah dalam
mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri melalui

pelaksanaan penyerahan wewenang tersebut {Kértasasmita, 1998:148),

2.2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Selanjutnya menurut Steve Leach, John Stewart, dan Kieron Walsh
bahwa kewenangan Pemerintah Daerah (local authority) tidak hanya
sebagai institusi politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat (local
choice and local voice) saja tetapi juga sebagai agen yang menyediakan
barang dan jasa (providers goods and-services) bagi masyarakat (Leach,
1994:4).
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Manurut Steven Leach, John Stewart ;| dan Kierson Walsh bahwa
kewenangan Pemerintah Daerah (local authority) dapat dilaksanakan
dalam tujuh cara, yaitu: Pertama, pemberian bantuan (grants) kepada
lembaga swadaya masyarakat (voluntary sector), Kedua, kerjasama
dengan sektor swasta (private sector) atau organisasi lain; Ketfiga,
menyebarluaskan informasi, ketrampilan dan pengetahuan kepada
seluruh organisasi yang ada; Keempaf, menggunakan kekuasaan (power)
peraturan perundang-undangan untuk pengaturan organisasi yang ada;
Kelima, menyediakan sarana dan prasarana;, Keenam, mengatur,
memberi ijin dan memantau; dan ketujuh, intervensi, melindungi, dan
berkampanye (Leach, 1994:38).

2.3. Perubahan Kewenangan Daerah

Seiring dengan laju perkembangan dunia pada umumnya (sebagai
akibat globalisasi) dan perkembangan dinamika masyarakat yang
menuntut adanya reformasi dalam berbagai aspek kehidupan maka
tuntutan terhadap perubahan organisasi dan manajemen Pemerintah
Daerah semakin meningkat. Sebagai salah satu konsekuensi dari tuntutan
tersebut adalah terjadinya tuntutan perubahan wewenang yang diberikan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang selama ini telah

berlaku.

Menurut Steve Leach, Perubahan wewenang organisasi dan
manajemen Pemerintah Daerah (didasarkan pada tiga hal, vyaitu;

distinctive purpose, conditions, dan task (Leach, 1994:1),

Distinctive purpose terbagi atas tugas yang tidak dilakukan cleh
pemerintah pusat atau propinsi dan tugas yang dilakukan oleh pemerintah
kota/kabupaten. Sementara conditions akan memunculkan core

competency, dan fask akan memunculkan basic services. Dari keempat
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turunan tugas-tugas, core competency dan basic services akan

memunculkan suatu kewenangan ril.

’ Sumber Kewenangan

v . .

Distinctive Purpose Condition Task
|

I ¥ v '

‘ Tidak dilakukan Dilakukan oleh Cors Basic
oleh Pemerintah Pemerintah Kota/ Competency Services

‘ Pusat dan Provinsi Kabupaten

J i

L Kewenangan Riil 4}1
Gambar 1

Kewenangan Riil

Kewenangan riil dari suatu perubahan wewenang organisasi dan
manajemen Pemerintah Daerah terkait dengan jumlah urusan yang
diterima dari Pemerintah Pusat dan yang dapat dikelola oleh Pemerintah
Daerah yang bersangkutan. Penyerahan (pelimpahan) wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada Daerah ini dapat melalui dua cara. yaitu:
penyerahan dengan rincian (specification) dan penyerahan dengan
rumusan umum (open end arrangement). Penyerahan urusan dengan
rincian adalah urusan yang diserahkan kepada Daerah (daerah otonom)
telah dirinci olen Pemerintah Pusat menurut peraturan peruncang-
undangan yang berlaku. Daerah hanya berwewenang untuk mengurusi
urusan pemerintahan yang telah dirinci tersebut. Sedangkan penyerahan
urusan dengan rumusan umum adalah Daerah berwewenang untuk

mengurus semua urusan pemerintahan yang tidak menjadi kompetensi
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Pemerintah Pusat atau pemerintah tingkat atasnya serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(Hossein, 1998).

Kondisi (Daerah) dari suatu perubahan wewenang organisasi dan
manajemen Pemerintah Daerah adalah karakteristik Daerah yang
mencakup (berdasarkan pertimbangan) kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan
ciri daerah yang bersifat khas (Undang-undang No. 22 Tahun 1999).

2.4, Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sementara penataan kelembagaan menggunakan skenario yang
tidak terlepas dari penataan kewenangan. Dengan kata lain apabila
repositionong kewenangan sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya
adalah melakukan exercise kelembagaan bagaimana yang harus dibentuk
mulai dari tingkat Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan unit-unit yang
seperti Badan yang menangani perencanaan, keuangan, penelitian dan
sebagainya.

Berikut ini diagram yang menjelaskan proses penataan
kelembagaan berdasarkan kewenangan riil yang dimiliki.
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Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Penataan kelembagaan yang dibentuk bermula dari sebuah
kewenangan riil yang dimiliki oleh suatu daerah, Kelembagaan itu sendiri
memiliki tiga aspek penting yaitu proses, perilaku dan struktur. Struktur
organisasi terbagi atas strategic apex, middle line, technostructure,
support staff, dan operating core. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk
sebuah struktur organisasi berdasarkan kelima unsur struktur tersebut.
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Stephen P. Robbins menjelaskan tiga aspek dimensi struktur
kelembagaan yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi (Robbins,
1984 : 90). Yang dimaksud dengan kompleksitas adalah merujuk pada
tingkat differensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. Differensiasi ini
pun terbagi atas differensiasi horizontal yang mempertimbangkan tingkat
pemisahan horizontal di antara unit-unit, differensiasi vertikal yang
merujuk pada kedalaman hierarkhi organisasi, dan differensiasi spasial
yang meliputi sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi
tersebar secara geografis. Dari ketiga faktor inilan yang akan

meningkatkan kompleksitas sebuah organisasi.

Komponen kedua dari struktur organisasi adalah formalisasi. Yang
dimaksud dengan formalisasi adalah merujuk pada tingkat sejauh mana
pekerjaan di dalam organisasi itu distandarkan. Komponen terakhir dari
struktur organisasi adalah sentralisasi. Yang dimaksud dengan
sentralisasi adalah merujuk pada tingkat dimana pengambilan keputusan

dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi.

Determinan atau penyebab terjadinya sebuah struktur adalah
strategi (Robbins, 1994 ; 132).. Adapun dimensi strategi itu sendiri terdiri
atas inovasi, differensiasi dalam pemasaran, breadth, dan cost control.
Semula variabel strategi ini dianggap sebagai satu-satunya penyebab
struktur hingga kemudian Robbins memberikan alternatif variabel yang
menjadi penyebab struktur yaitu besaran organisasi, teknologi,
lingkungan, dan/atau pengendalian kekuasaan (Robbins, 1994 : 149).

Hampir dapat dipastikan tanpa adanya penataan terhadap aspek
kewenangan dan kelembagaan sebagaimana tersebut, maka akan sulit

pagi Pemda Kota Bandung untuk melakukan penataan terhadap personil, _ 5

sistem alokasi pembiayaan (cost centres), dan penentuan jenis d

kualitas pelayanan yang dibutunkan masyarakat.
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Peters dan Waterman (1982) dalam John Stewart dan Gerry Stoker
(1995:215) membedakan dua kelompok aliran manajemen berdasarkan
pendekatan “The '4' S model” (struktur, sistem, kepegawaian dan budaya
atasan) yaitu: Aliran Manajemen Tradisional (Traditional Management)
dan Aliran Baru Manajemen (New Wave Management).

Aliran manajemen tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Perfama, strukiur organisasi bersifat birokratis, hierarkis dan sentralistik:
Kedua, sistem manjemen mempunyai pengawasan yang terpusat,
pemantauan yang detail melalui berbagai tingkatan; Ketiga, Sistem
kepegawaian mengutamakan jumlah pegawai yang besar, ketat dan
permanen, serta penawaran terpusat, Keempaf, Budaya atasan
menggunakan perintah lesan, mengutamakan peraturan dan kejelasan
keuangan, profesional dan kuantitas penyediaan layanan.

‘Aliran manajemen baru mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Pertama, struktur organisasi berbentuk flat dan bercirikan desentralisasi:
Kedua, sistem berdasarkan target kinerja, mempertimbangkan biaya,
tugas dan kerjasama, serta perdagangan dalam negeri; Ketiga,
Kepegawaian mengutamakan jumlah pegawai yang sedikit, bersifat
flesibel, mempunyai cakupan yang luas, dan penempatan yang sesuai:
Keempat, budaya atasan menerapkan manajemen yang fleksibel, ukuran
keberhasilan berdasarkan hasil, bersifat manajerial, beorientasi pada

pelangggan dan mengutamakan kualitas penyediaan jasa.

Selanjutnya menurut Steve Leach, John Stewart dan Kieron Walsh
(1984) terdapat empat model yang dianut dalam rangka pemberian
layanan kepada masyarakat. Keempat model tersebut adalah sebagai
berikut.
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Pertama, model ‘traditional bureaucratic authority”. Model ini
menganut bahwa layanan kepada masyarakat sepenuhnya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan kombinasi sfrong public sector dan strong
local governance sekalipun tidak diberi kewenangan otonomi dan
keuangan yang memadahi. Kontrol Pemerintah Pusat pun ketat. Segala
keputusan dipandang absah, hanya karena didasarkan atas adanya

pemilihan anggota DPRD dan KDH tiap lima tahunan.

Kedua, model “residual enabling authority”. Model ini menganut
bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan
layanan sisa, yang tidak dapat dilakukan oleh pasar. Hal ini mengingat
pemerintah daerah dalam kondisi yang lemah. Melalui contracting-out,
pemerintah daerah melakukan pemantauan. Transaksi dalam menyediaan
layanan lebih dilihat sebagai "supermarket-transaction” antara konsumen
dan organisasi pasar. Sekalipun terdapat pengaturan mengenai aktivitas
sektor swasta, namun diusahakan untuk diperkecil, karena dari titik
pandang idiologi pasar dapat dipercaya sebagai mekanisme yang paling

efisien dan efektif dalam penyediaan barang dan jasa.

Dan ketiga, model "market oriented enabling authority”. Model ini
seperti model residual enabling authority yang pengutamaan pasar untuk
pemberian layanan kepada masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa
market oriented enabling authority mempunyai titk pandang yang
berbeda. Pandangan model market orienfed enabling authority
menempatkan peranan pemerintah daerah yang lebih aktif dan kuat
mengenai masa depan ekonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai
lembaga kunci dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan
ekonomi daerah melalui penyediaan mekanisme dan insentif yang dapat

mengembangkan ekonomi daerah,
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Keempat, model “the community oriented enabler’. Model the
community oriented enabler merupakan model yang paling ideal. Modal
ini mendasarkan diri pada premis bahwa pemerintah daerah harus ada
dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang beraneka ragam dengan
menggunakan berbagai saluran seperti penyediaan layanan secara
langsung oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan intervensi. Model ini
menekan demokrasi partisipasif, sekalipun dalam kerangka demokrasi
perwakilan yang lebih efektif. Secara prinsipil, pengutamaan demckrasi
partisipatif dan demokrasi perwakilan yang membentuk hakikat community
ariented enabler dapat beroperasi, baik dalam peranan pemerintah daerah
yang kuat maupun lemah serta penyediaan layanan oleh sektor publik
ataupun sektor pasar yang kuat. Model ini kurang selaras dengan

pemerintahan daerah yang lemah dan sektor pasar yang kuat.

Penelitian ini akan menggarahkan pada pembentukan pola
pemberian layanan masyarakat model market-oriented enabling authority
dan community-oriented enabler.

2.5. Definisi Konsep

Definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian "Studi
Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota
Bandung” adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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2. Kelembagaan adalah suatu bentuk dan tata hubungan elemen-

elemen organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari elemen
Strategic apex, elemen middle line, elemen techno-structure, elemen
support staff dan elemen operating core yang menjadi wadah guna
mengakomodasikan kewenangan yang dimiliki berdasarkan tugas dan

fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

DEFINISI OPERASIONAL
Guna memudahkan dalam proses pengukuran variabel yang

dipergunakan dalam penelitian ini maka konsep yang telah dirumuskan

dioperasionalisasikan dalam bentuk indikator-indikator penelitian. Adapun

operasionalisasi konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut;

%

Kewenangan

Indikater variabel penataan kewenangan pemerintah daerah adalah:

a. Kewenangan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku
(normatif);

b. Kewenangan penyediaan barang dan jasa (basic services)

¢. Kewenangan berdasarkan potensi wilayah (core competencies).

Kelembagaan

Pembuatan struktur organisasi (kelembagaan) Pemerintah Daerah
Kota Bandung didasarkan pada kewenangan riil yang dimiliki. Adapun
indikator kelembagaan tersebut adalah:

a. Strategic Apex

b. Middie Line

c. Techno-structure

d. Support Staff

e. Operating Core
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BAB 11l
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian “Studi

Penataan Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintan Daerah Kota

Bandung” adalah sebagai berikut:

1.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Yang
dimaksud dengan penelitian bersifat deskriptif adalan bahwa
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi obyek
penelitian (pemerintah daerah) dari sudut pokok kajian (penataan
kewenangan dan kelembagaan berdasarkan Undang-undang No. 22
Tahun 1889 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 dan karakteristik
wilayah berdasarkan basic services dan core competencies).
Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu
metode memahami obyek penelitian (pemerintah daerah) dengan

menggunakan pendekatan kualitatif (penggambaran non-statistik).

Pengumpulan Data : Primer (kuesioner dan wawancara), dan
sekunder (review literafur). Data yang ingin dijaring dalam penelitian
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari responden dengan menggunakan instrumen kuesioner
(questionaire) dan wawancara terstruktur dengan menggunakan
pedoman wawancara (inferview guide). Sedangkan data sekunder
diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian
Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman

review dokumen (document review).

Teknik pengumpulan data: purposive sampling. Teknik pengumpulan
data menggunakan teknik sampling (sampling tecnique). Teknik
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sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Yang dimaksud
dengan purposive sampling adalah memilih sample dari populasi yang
ada dengan maksud-maksud tertentu secara non-random
(berdasarkan pertimbangan tertentu). Adapun pertimbangan yang
dipergunakan adalah memilih sample berdasarkan jumiah
kewenangan yang dimiliki, luas wilayah, jumlah penduduk yang
dimiliki, sifat sosial budaya yang ada serta karakteristik lain yang

bersifat khas.

. Pengolahan : Analisis Kualitatif. Analisis yang dipergunakan untuk

mengolah data penelitian adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud
dengan analisis kualitatif adalah data-data yang dipercleh dikelompok-
kelompokkan dalam indikator-indikator penelitian kemudian digali
secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi serta dampak
yang ditimbulkannya. Dari indikator-indikator tersebut kemudian
dikelompokkan menurut variabel-variabel masing-masing dan
kemudian dicari pola-pola yang terjadi pada variabel-variabel tersebut
disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang dan dampaknya
terhadap variabel yang terpengaruh sehingga diperoleh gambaran
obyek penelitian secara lengkap berdasarkan pokok kajian penelitian.
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BAB IV
DESKRIPSI DAERAH KOTA BANDUNG

4.1, Letak Geografis

Daerah Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan
merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Daerah Kota Bandung terletak di
antara 107° Bujur Timur dan 6° 55’ Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya
Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian

maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh :

1) Kotamadya Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya :
Barat - Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota negara

Utara - Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan
(Subang dan Pangalengan).

2) Letak yang tidak terisolasi dan dengan komunikasi yang baik akan
memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Secara topografi Kotamadya Daerah Tingkat || Bandung terletak
pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi di
daerah Utara dengan ketinggian 1050 meter dan terendah di sebelah
Selatan 675 meter di atas permukaan laut. Di  wilayah Kotamadya
Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan
tanah relatif datar sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukit-bukit
yang menjadikan panorama yang indah,

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kotamadya Bandung dan
sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah

alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian
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utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagian selatan serta di
bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan

endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosaol.

Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang
lembab dan sejuk. Temperatur rata-rata 23,5° C, curah huajn rata-rata
200, 35 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 19 hari per bulannya
(keadaan tahun 1998).

4.2. Pemerintahan

Wilayah Kota Bandung terbagi dalam 26 Wilayah Kecamatan yang
terdiri dari 130 Kelurahan dan 9 buah Desa. Sembilan desa yang ada di
Kota Bandung merupakan perluasan wilayah kota Bandung dan terdapat
di dalam empat kecamatan yaitu Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan
Rancasari, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Kiaracondong.

Tabel 4-1
Banyaknya Desa/Kelurahan Dan Statusnya Di
Pemerintah Kota Bandung Pada Tahun 1998

No. | Kecamatan Jumlah Status
Kelurahan /Desa
Desa Kelurahan
1.  Bandung 8 3 5
Kulon i
2. Babakan 6 - 6
Ciparay
3. Bojongloa 8 - 5
Kidul
4.  Bojongloa 6 - 6
Kaler '
5 Astanaanyar 6 - 6
6. Regol 7 - i
7. Lengkong 7 - T
8  Bandung Kldul 4 - 4
8. Margacinta 3 - 3
10. Rancasari 4 2
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(Lanjutan)
Mo, Kecamatan Jumlah Kelurahan Status
/Desa
B Desa Kelurahan
11. Cibiru 6 2 4
12, Ujung Berung 7 - v
13. Arcamanik 4 - ! 4
14, Cicadas h - 3
' 15, Kiaracondong 6 2 6
16. Batununggal | 8 - 8
17.  Sumur 4 - 4
Bandung
18. Andir 6 - 6
19. Cicendo 6 - 6
20. Bandung 3 - 3
Wetan
21. Cibeuying 6 - 6
Kidung
22. Cibeuying 4 - Ir 4
Kaler
23. Coblong 6 ' - 6
24, Sukajadi 5 - 5
25, Sukasari 4 - 4
| 26. Cidadap e 3 - 3
Kota Bandung 139 9 130

4.3. Kepegawaian

Berdasarkan tabel 4-2 diketahui bahwa sebagian besar Pegawai di
Lingkungan Pemda Kota Bandung adalah pegawai organik (78,33%) dan
selebihnya adalah pegawai non-organik (21,77%). Sedangkan distribusi

menurut unit kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4-2
Banyaknya Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung
Menurut Statusnya Tahun 1998

No. Unit Kerja Banyaknya Pegawai Jumlah
Organik | Non organik
1. | Walikotamadya 8 1 9
2. | Wakil Walikotamadya 10 0 10
3. | Sekretaris kotamadya 8 0 8
4. | Assisten Tata Praja 14 0 14
5. | Bagian Pemerintah Desa 14 220 234
6. | Bagian Perkotaan 28 15 43
7. | Bagian Tata Pemerintahan 66 48 114
8. | Bagian Hukum 21 1 22
9. | Bagian Humas 21 1 22
10. | Assisten Administrasi 12 0 12
Pembangunan
11. | Bagian Penyusunan Program 30 14 44
12. | Bagian Perekonomian 48 9 o7
13. | Bagian Lingkungan Hidup 13 1 14
14. | Bagian Sosial 71 16 87
15. | Assisten Administrasi 8 0 8
16. | Bagian Keuangan 99 0 99
17. | Bagian Kepegawaian 88 0 88
18. | Bagian Organisasi 24 0 24
19. | Bagian Umum 151 179 330
20. | Bagian Perlengkapan 29 0 29
21. Dinas Pendapatan Daerah 591 224 815
22, | Dinas Pasar 168 507 675
23. | Dinas Pekerjaan Umum 626 405 1031
24. | Dinas Pengawasan 182 92 274
Pembangunan
25. | Dinas Tata Kota 108 1 109
26. | Dinas Kebakaran 63 111 174
27. | Dinas Pertamanan 195 120 315
28. | Dinas Kesehatan Kota 1289 105 1404
29. | Dinas Kesehatan Gigi 156 47 203
30. | Dinas Perikanan 36 6 42
31. | Dinas Pertanian Tanaman 74 0 74
Pangan
32. | Dinas Kesehatan Hewan dan 106 26 132
Peternakan
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(Lanjutan)

No. Unit Kerja Banyaknya Pegawai Jumlah
Organik Non organik
33. | Dinas Pariwisata Daerah 72 10 82
34. | Dinas Perumahan 57 6 63
35. | Dinas Pemakaman 108 15 123
36. | Dinas Pendidikan dan 8639 729 9368
Kebudayaan
37. | Bappeda 62 0 62
38. | Bapedalda 28 5 33
39. | Inspektorat Kotamadya 68 3 71
40. | BP-7 25 1 26
41. | Kantor Catatan Sipil 47 4 51
42. | Kantor Sosial Politik 29 10 39
43. | Kantor Pembangunan Desa 88 0 a8
44, | Satuan Polisi Pamong Praja 120 13 133
45. | Mawil Hansip 14/VIII 63 118 181
46. | P.D. Air Minum 216 8 224
47. | P.D. Kebersihan 201 63 264
48. | Sekretariat DPRD 32 4 36
49. | Sekretariat Korpri 20 7 27
50. | Pembantu Wilayah 260 ; 267
Bojonagara
51. | Pembantu Wilayah Cibeuying 259 F 4 266
52. | Pembantu Wilayah Karees 253 1 294
3. | Pembantu Wilayah Tegallega 318 6 324
54. | Pembantu Wilayah Ujung 170 0 170
Berung
55. | Pembantu Wilayah Gedebage 101 0 101
56. | BP Perparkiran 37 11 48
57. | Kantor Arsip Daerah 23 0 23
Jumlah 14.703 3177 17.880

4.4, Penduduk

Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Bandung sebesar

1.860.282 jiwa yang tersebar dalam 139 Kelurahan/Desa dengan rata-rata

penduduk 13,383 jiwa per-kilometer persegi. Kecamatan terbanyak

penduduknya adalah Margacinta dengan 23.446 jiwa dan kecamatan
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dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Ujung Berung dengan

jumlah penduduk sebanyak 8.047 jiwa.

Tabel 4-3

Penduduk Kota Bandung Menurut Kecamatan dan Kelurahan
serta Rata-Rata Penduduk Per Kelurahan

Pada Tahun 19%8

| No

Kecamatan Jumlah Jumiah Rata-Rata
Kelurahan/ Penduduk Penduduk/
Desa Kelurahan
1. Bandung Kulon 8 89.424 11.178
& Babakan Ciparay 6 &87.793 14.632
3. | Bojongloa Kidul 5 | 92.361 18.472
4, Bojongloa Kaler 6 61.959 10.326
5. | Astanaanyar 6 73.843 12.307
6. Regol 7 73.364 10.480
7. Lengkong 7 73.924 10.560
8. | Bandung Kidul 4 32.569 8.117
9, Margacinta 3 70.340 23.446
10. | Rancasari 4 46,167 11.541
11. | Cibiru 6 58.352 9.725
12. | Ujung Berung 5 56.331 8.047
13. | Arcamanik 4 44 168 11.042
14. | Cicadas 5 85.200 21.300
15. | Kiaracondong 6 105.724 17.620
16. | Batununggal 8 107.593 13.449
17. | Sumur Bandung 4 39.376 9.844
18. | Andir 6 93.398 15.566
15. | Cicendo 6 84.005 14.000
20. | Bandung Wetan 3 43.233 14.411
21. | Cibeuying Kidung 6 94.676 15.779
22. | Cibeuying Kaler 4 54.049 13.912
23. | Coblong 6 105.084 17.514
24, | Sukajadi 5 82:.217 16.443
25. | Sukasari 4 66.362 16.590
26. | Cidadap 3 38.770 12.923
Kota Bandung 139 1.860.282 13.383
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Dari tabel 4-4 diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota
Bandung berpendidikan SD yaitu 22 20%, kemudian disusul penduduk
yang berpendidikan tamat SLTP 14,80% dan tamat SLTA sebesar
12,90%. Sedangkan penduduk yang tamat Akademi dan Sarjana masing-
masing sebesar 3,10% dan 2,70%.

Tabel 4-4
Penduduk Kotamadya Bandung Menurut Tingkat Pendidikan
Pada Tahun 1998

[ No ‘ Pendidikan Jumlah
| ‘Ti{:lakSekDiah 375.776
2. | Tidak Tamat 156.263
3. | Belum Tamat SD 292,063
4 Tamat SD 412.982
5. | Tamat SLTP 275.321
| Tamat SLTA 239.976
| Tamat Akademik . 57.668
Tamat Sarjana 50.233
Jumlah 1.860.282

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Pemda Kota Bandung
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BAB V
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

5.1. Kewenangan

Masyarakat daerah adalah sekumpulan penduduk yang menempati
suatu wilayah tertentu dan mengatur tata kehidupannya berdasarkan
aturan-aturan yang telah disepakati dalam rangka mencapai
kesejahteraan lahir maupun batin. Dalam rangka mencapai kesejahteraan
tersebut, masyarakat daerah memerlukan adanya suatu institusi yang
mampu menjembatani upaya pencapaian kesejahteraan itu. Institusi inilah
yang dikenal sebagai pemerintah daerah. Dengan demikian maka
eksistensi pemerintah daerah selalu terkait dengan interaksi antara

penduduk dengan wilayah yang dihuninya.

Interaksi antara penduduk dan wilayah memunculkan adanya
kebutuhan terhadap pelayanan kebutuhan dasar (basic services) dan
kebutuhan untuk mengembangkan keunggulan daerah (core

compentencies).

Pemenuhan terhadap basic services memunculkan kewenangan
yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sedangkan
kebutuhan pengembangan terhadap core compefencies memunculkan

kewenangan yang khas dari suatu pemerintah daerah.

Pemenuhan terhadap basic services memunculkan kewenangan
yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sedangkan
kebutuhan pengembangan terhadap core competencies memunculkan

kewenangan yang khas dari suatu pemerintah daerah.
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5.2. Basic Services

Kota dapat didefinisikan dalam dua cara. Secara fungsional kota
adalah daerah yang bercirikan perkotaan sebagaimana yang ditunjukkan
oleh kepadatan penduduk, fungsi, dan fasilitas ekonomi. Sedangkan
secara administratif kota adalah daerah yang ditentukan sebagai
kesatuan untuk tujuan administratif yang biasanya bersifat kota tetapi
sering pula meliputi sub daerah yang secara “fungsional® bersifat

pedesaan.

Menurut National Urban Development Strategy atau NUDS (1985),
kedua istilah tersebut tidak ada yang salah ataupun benar karena
keduanya dibutuhkan dengan tujuan yang berbeda. Batas administratif
relatif sulit berubah, dan untuk mengantisipasi perluasannya, maka
bukanlah hal yang luar biasa jika dalam menentukan batas-batas daerah
administratif perkotaaan melewati batas daerah fungsionalnya. Di semua
negara terdapat daerah perkotaan fungsional yang tumbuh dengan pesat
sehingga melampaui batas daerah administratif aslinya, dan kemudian

mengembangkan sub kota baru di luar pusat-pusat kota aslinya.

Pemerintah sebenarnya memerlukan data sebuah kota yang
dikumpulkan menurut kedua definisi tersebut, misalnya untuk tujuan
pengumpulan pajak diperlukan data yang akurat tentang jumlah penduduk
yang tinggal di wilayahnya, dsb. Akan tetapi, akan terdapat kesalahan
yang besar kalau misalnya angka yang sama sebagai dasar penyediaan
basic services. Definisi daerah fungsional lebih berguna bagi tujuan
perencanaan, karena merupakan dasar yang masuk akal untuk

menentukan kebutuhan sarana perkotaan.

Terdapat berbagai pendapat mengenai jumlah dan jenis basic

services, Kenneth Devey (1979) misalnya merinci jenis-jenis basic
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services meliputi jalan, drainase, kebersihan, pengumpulan sampah,
penerangan, air bersih, sanitasi, dan pasar.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nick Devas Dalam studinya
tentang kasus empirik di Indonesia yang merinci Basic Services menjadi
12 jenis, yaitu :Air bersih,Jalan perkotaan, jembatan dan gang,Drainase
(Parit-parit, saluran air/pencegahan banjir), Sanitasi, Perbaikan kampung,
Pembuangan sampah/Kebersihan, Pemadam kebakaran, Penerangan
jalan, Pertamanan dan tempat rekreasi, Pasar, Pengaturan lalu lintas dan
angkutan umum, Penyediaan tanah kosong uptuk bangunan termasuk
tempat dengan prasarana untuk perumahan.

Serupa dengan jenis-jenis basic services dari Nick Devas, Bank
Dunia mengelompokkan tersendiri yaitu penyediaan air minum, drainase,
sanitasi, jalan dan kaki lima, transportasi perkotaan, perumahan, pasar,
pemadam kebakaran, parkir dan penerangan jalan.

Dalam kaitannya dengan pemukiman, Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 1 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Negara Perumahan
Rakyat No. 20/KPTS/ 1986 mengelompokkan basic services menjadi tiga
kelompok yaitu :

1. Prasarana lingkungan yaitu kelengkapan lingkungan yang masih
perlu antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah, dan
saluran pembuangan air hujan.

2. Utilitas umum atau fasilitas umum yaitu bangunan-bangunan yang
dibutuhkan dalam satuan pelayanan lingkungan yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah, terdiri antara Ilain
jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon,
terminal angkutan umum (bus selter), kebersihan/pembuangan
sampah, dan pemadam kebakaran. :

3. Fasilitas sosial yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam
lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan,

kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pen‘nlerintahan dan pelayanan
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umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga, dan

lapangan terbuka serta kendaraan umum.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari basic

services pada dasarnya terdiri atas :

e S

Jalan

Penyediaan Air Minum

Kebersihan/Sampah

Penerangan Jalan/Listrik

Pasar i
Drainase

Pemadam Kebakaran

Transportasi Perkotaan

Sanitasi

. Perumahan

. Parkir

. Pertamanan/Rekreasi

. Jaringan Telepon*

. Jaringan Gas™

. Terminal Angkutan Umum

Pendidikan

. Kesehatan

. Peribadatan

. Olah Raga

. Administrasi Kependudukan

Catatan: * jenis pelayanan ini tidak diselenggarakan oleh Pemko Bandung

Dari 20 unsur pelayanan dasar yang seharusnya dimiliki oleh Kota

Bandung maka dapat dirumuskan kewenangan yang harus dimiliki adalah

sebagai berikut:

1. Kewenangan di bidang pekerjaan umum yang mencakup

pelayanan jalan, drainase, penerangan jalan umum dan jembatan;

2. Kewenangan di bidang perhubungan yang mencakup pelayanan

transportasi perkotaan dan terminal angkutan umum;

3. Kewenangan di bidang kesehatan yarlg mencakup pelayanan

kesehatan, kesehatan gigi, dan sanitasi;
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4. Kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
mencakup pelayanan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan
olah raga;

5. Kewenangan di bidang tata ruang yang mencakup pelayanan tata

ruang dan perumahan;

6. Kewenangan di bidang kependudukan yang mencakup pelayanan
administrasi kependudukan;

7. Kewenangan di bidang pemadaman kebakaran yang mencakup

pelayanan pemadaman kebakaran;

8. Kewenangan di bidang kebersihan yang mencakup pelayanan
kebersihan;

9. Kewenangan di bidang perparkiran yang mencakup pelayanan

parkir;

10.Kewenangan di bidang penyediaan air minum yang mencakup
pelayanan penyediaan air minum;

11.Kewenangan di bidang pasar yang mencakup pelayanan
pengelolaan pasar.

12.Kewenangan di bidang penanggulangan bencana

alam/perlindungan masyarakat.

13.Kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya air, irigasi, mata
air, air bawah tanah, pengendalian sumber air, sungai dan rawa,

penyediaan air baku dan drainse perkotaan.
14. Kewenangan di bidang pengelolaan pelayanan pemakaman.

15.Kewenangan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan
mencakup pelayanan pengendalian kualitas pangan (quality
confrol) dan pengendalian keamanan pangan (food security) dari

residu pestisida, obat dan penyakit.
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16.Kewenangan di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan, pajak
bumi dan bangunan, pajak BBNKB dan PKB, dan pajak

penerangan daerah.

5.3. Core Competencies
|

Kewenangan berdasarkan core compeftencies dari suatu
pemerintah daerah terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia dan potensi wilayah yang dimiliki suatu daerah. Kuantitas dan
kualitas sumber daya manusia daerah antara lain mencakup jumlah
penduduk, tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian. Sedangkan
potensi wilayah antara lain mencakup luas wilayah, kekayaan alam, dan
jenis pemanfaatan lahan.

Salah satu manifestasi jenis core competencies suatu daerah dapat
dilihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha (sub sektor) dari
kesembilan s.ektor di dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hal
ini berarti bahwa semakin besar kontribusi lapangan usaha terhadap
PDRB maka semakin besar pula kemungkinan lapangan usaha itu
menjadi core competency suatu daerah.

Lapangan usaha dari kesembilan sekior yang terdapat dalam
PDRB tersebut adalah:

1. Sektor Pertanian, Perternakan, Kehutanan & Pernikanan terdiri dari
lima lapangan usaha, yaitu:

Tanaman Bahan Makanan;

Tanaman Perkebunan;

Perternakan dan Hasil-hasilnya;
Kehutanan;

Perikanan. t

o0 oD

2. Sektor Pertambangan dan Hasil-hasilnya terdiri dari tiga lapangan
usaha, yaitu:

a. Minyak dan Gas Bumi;
b. Pertambangan Tanpa Migas;
c. Penggalian;
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3. Sektor Industri Pengolahan terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:
a. Industri Migas;
b. Industri Tanpa Migas.

4. Sektor Gas dan Air Bersih terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:
a. Gas Kota
b. Air Bersih

9. Sektor Bangunan/Konstruksi

6. Perdagangan terdiri dari tiga lapangan usaha:
a. Perdagangan Besar dan Eceran
b. Hotel
c. Restoran

7. Pengangkutan dan Komunikasi terdiri dari dua lapangan usaha,
yaitu:
a. Pengangkutan
b. Komunikasi

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terdiri dari
empat lapangan usaha, yaitu:

a. Bank;
b. Lembaga Keuangan selain bank;
c. Sewa bangunan; ;
d. Jasa Perusahaan.
9. Sektor Jasa-jasa terdiri dari dua lapangan usaha, yaitu:

a. Pemerintahan Umum
b. Swasta

Untuk menentukan jenis core competencies suatu daerah dapat
dilakukan dengan mengkaitkan antara mata pencaharian sebagian besar
penduduk (kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah) dengan
sebagian besar pemanfaatan lahan (potensi daerah) yang ada di daerah
tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan besarnya kontribusi
lapangan usaha yang terkait dengan kedua hal tersebut.
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Berdasarkan klasifikasi dari BPS, dapat diketahui bahwa variasi
mata pencarian penduduk meliputi: Pengawai Negeri Sipil, ABRI, Pegawai
Swasta, Petani, Pedagang, Pelajar, Mahasiswa, Pensiunan, dan lain-lain.
Sedangkan variasi pemanfaatan lahan terdiri dari: Sawah, Kebun/Tegalan,
Perdagangan, Rumah/Pekarangan, Perkantoran/Rekreasi, Industri, Militer,

dan lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui core competencies Daerah Kota
Bandung dapat dilakukan dengan mengidentifikasi mata pencaharian
sebagian penduduk Kota Bandung dan mengaitkannya dengan sebagian
besar penggunaan lahan yang ada dan kemudian menghubungkannya
dengan besarnya kontribusi lapangan usaha yang terkait dengan kedua
hal tersebut sehingga diperoleh suatu bagian irisan dari ketiga hal tersebut

seperti terlihat dalam gambar berikut ini:

Core Competencies

Gambar 3
Core Competencies

Berdasarkan data Bappeda Daerah Kota Bandung tahun 1998,
diketahui bahwa sebagian besar (11,74%) penduduk Bandung memiliki
mata pencaharian sebagai pegawai swasta, 9,29% pedagang, 7,50%
pegawai negeri sipil, 268%  ABRI dan petani sebesar 2,11% seperti
terlihat dalam tabel berikut ini.
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Tabel 5-1
Mata Pencaharian Penduduk Kota Bandung
Tahun 1998
Mata Pencaharian Jumlah Yo
1. Pegawai Negeri Sipil 139.707 7,50
2. ABRI 50.041 2,68
3. Pegawai Swasta 218.396 11,74
4. Petani 39.437 2.11
5. Pedagang 1/3.005 929
6. Pelajar® 402.751 21,65
7. Mahasiswa® 123.708 6,65
8. Pensiunan® 78.875 424
9. Lain-lain* 634.361 34,10
Jumlah 1.860.282 100,00

Catatan : * tidak diperhitungkan karena bukan merupakan mata

pencaharian pokok

Komposisi penggunaan lahan di Kota Bandung terlihat bahwa

sebagian besar (70,57%) dipergunakan untuk keperluan pemukiman

(rumah) dan pekarangan, 14,12% sawah, 4,06% kebunftegalan, 1,58%

industri, dan perdagangan sebesar 0,43%.

Tabel 5-2
Penggunaan Lahan di Kota Bandung
Tahun 1998
Penggunaan Lahan Jumlah i
1. Sawah 2.362 14,12
2. Kebun/Tegalan 679 406
3. Perdagangan T2 0,43
4. Rumah/Pekarangan 11.807 70,57
5. Perkantoran/Rekreasi 25 0.15
6. Industri 265 1,58
7. Militer - -
8. Lainnya* 1.344 8.03
Jumlah 16.729,65

100,00

Catatan : * tidak diperhitungkan karena merupakan akumulatif dari

sejumlah  kecil
teridentifikasi.
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Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Bandung tahun
1998 diketahui bahwa jumlah kontribusi PDRB terbesar dipercleh dari
lapangan usaha jasa sebesar 42,66% & perdagangan sebesar 29,15%
serta industni sebesar 27,89%, sedangkan lapangan usaha pertanian
hanya sebesar 0,30%. Kontribusi tiga jenis lapangan usaha pada PDRB
Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5-3
Kontribusi Lapangan Usaha Jasa dan Perdagangan
Pada PDRB Pemko Bandung

Tahun 1998
Lapangan Usaha Jasa & Perdagangan| Kontribusi RO
1. Perdagangan Besar dan Eceran 2635303.2 2915
2. Bank 742540 8.21
3. Pemerintahan Umum - 722863.7 8.00
4. Bangunan/Konstruksi 650588.35 | .20 8
5. Pengangkutan 405802.66 4.49
. B. Swasta 333420.65 3.68 %
7. Komunikasi 328574.16 3.64
8. Restoran 269810.5 2.98
9. Sewa bangunan | 144588.21 1.60
10.Lembaga Keuangan selain bank 100016.89 s 1
11.Hotel 7872569 0.87
12. Jasa Perusahaan 78201.17 0.87
Jumlah & 6490435.18 71.81
Tabel 5-4
Kontribusi Lapangan Usaha Industri
Pada PDRB Pemko Bandung
Tahun 1997
'~ Lapangan Usaha Industri Kontribusi % T
1. Industri Tanpa Migas 24423416 27.02
2. Air Bersih _78725.69 0.87
Jumlah o 2521067.29 | 27.89
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Tabel 5-5
Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian
Pada Pdrb Pemko Bandung

Tahun 1997
Lapangan Usaha Pertanian Kontribusi %
1. Tanaman Bahan Makanan 16892 .21 0.19
2. Perternakan dan Hasil-Hasilnya 8562.16 0.09
3. Perikanan 210562 0.02
Jumlah 27559.99 0.3

Dengan mengkaitkan jenis mata pencaharian penduduk, komposisi
pemanfaatan lahan dan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB

ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, sebagian penduduk Kota Bandung mempunyai mata
pencaharian sebagai pegawai swasta, pedagang dan pegawai negeri.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung
melekukan_ kegiatan ekonomi dalam sektor jasa, industri dan

perdagangan;

Kedua, sebagian lahan Kota Bandung dimanfaatkan untuk
keperluan pemukiman, sawah, kebun, industri dan perdagangan.
Pemukiman merupakan bagian terbesar pemanfaatan lahan di Kota
Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang terbesar untuk
pengembangan lapangan usaha yang sesuai adalah pada bidang jasa

dan pertanian.

Ketiga, sumbangan terbesar PDRE dipercleh dari lapangan usaha
jasa dan perdagangan serta industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa
lapangan usaha jasa, perdagangan dan industri dan merupakan kegiatan
perekonomian utama dari penduduk Kota Bandung yang dapat dijadikan

andalan untuk bersaing dengan daerah lain.
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Mata Pencaharian

Mata Pencaharian
Penggunaan Lahan

?E'Jasa bl ol

= Perdagangan Mata Pencaharian
~ esindustri Penggunaan Lahan

G Lapangan Usaha
(Cors Competaneiit

Gambar di atas menunjukkan core competencies yang dimiliki oleh Kota

Bandung yang meliputi bidang jasa dan perdagangan serta industri.

5.4. Usulan Kelembagaan Penyelenggara Kewenangan

Berdasarkan kewenangan-kewenangan basic services dan core
competencies yang seharusnya dimiliki oleh Pemko Bandung, maka dapat
disusun lembaga-lembaga penyelenggara urusan tersebut yang berbentuk

dinas, lembaga teknis (badan/kantor), dan perusahaan daerah (PD).
Dari hasil analisis diusulkan 17 lembaga penyelenggara

kewenangan basic services dan kewenangan core competencies.

Adapun ketujuhbelas lembaga yang diusulkan adalah sebagai berikut:
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1. Lembaga Penyelenggaran Kewenangan Basic Services

Basic Services

Organisasi Lama

Usulan Organisasi Baru

1. Jalan Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum

2. Penyediaan Air Minum PD Air Minum PD Air Minum

3. Kebersihan/Sampah PD. Kebersihan PD Kebersihan

4, Penerangan Jalan - Dinas Pekerjaan Umum

5. Pasar Dinas Pengelolaan Pasar PD Pasar

6. Drainase Dinas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum

7. Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran

8. Transportasi Perkotaan Dinas LLAJ&UPTD Terminal | Dinas Perhubungan

9. Sanitasi - Dinas Kesehatan

10. Perumahan Dinas Perumahan Dinas Tata Kota

11. Parkir BP Perparkiran Dinas Perhubungan

12. Pertamanan/Rekreasi Dinas Pertamanan, Dinas Dinas Pertamanan dan

' Pariwisata Pariwisata

13. Jaringan Telepon - -

14. Jaringan Gas - -

15. Terminal Angkutan Umum | Dinas LLAJ, UPTD Terminal | Dinas Perhubungan

16. Pendidikan Dinas Pendidikan & Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan

17. Kesehatan Kandep Kesehatan, Dinas Dinas Kesehatan
Kesehatan, Dinas Kesehatan
Gigi

18. Peribadatan - .

19. Olah Raga Dinas Pendidikan & Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan

20. Administrasi - Dinas Kependudukan

Kependudukan
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2. Lembaga Penyelenggaran Kewenangan Core Competencies

Core Competencies

Organisasi Lama

Usulan Organisasi Baru

;o B W

=~

10.

11.

12

Jasa & Perdagangan

Perdagangan Besar dan
Eceran

Bank

Pemerintahan Umum
Bangunan/Konstruksi
Pengangkutan
Swasta

Komunikasi
Restoran
Sewa bangunan

Lembaga Keuangan selain
bank

Hotel
Jasa Perusahaan

Industri
Industri Tanpa Migas

Air Bersih

Pertanian

Tanaman Bahan Makanan

Perternakan dan Hasil-
Hasilnya

Penkanan

Kandepperindag, Cadin
Perindag, Kandep Koperasi
Bag. Perekonomian

Sekretariat Daerah
Dinas Bangunan
Dinas LLAJ, UPTD Terminal

Kandep Penerangan
Dinas Pariwisata
Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pariwisata

Dinas Pendapatan Daerah

Kandepperindag

PD Air Minum

Dinas Pertanian Tanaman
Pangan

Dinas Peternakan

Dinas Perikanan

Dinas Industri &
Perdagangan

PD. Bank Perkreditan
Rakyat

Sekretariat Daerah
Dinas Tata Kota
Dinas Perhubungan

Dinas Industri &
Perdagangan

(Bagian Umum dan Humas)
Dinas Pendapatan Kota

Badan Pengelola Aset
Daerah

Dinas Industri &
Perdagangan

Dinas Pertamanan dan
Pariwisata

Dinas Pendapatan Kota

Dinas Industri &
Perdagangan

PD Air Minum

Dinas Umum
Dinas Umum

Dinas Umum
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Pada kewenangan basic services diselenggarakan oleh delapan
Dinas dan tiga Perusahaan Daerah. Ketujuh dinas tersebut adalah Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan,
Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan dan Pariwisata,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kependudukan.
Sedangkan ketiga BUMD tersebut adalah PD. Air Minum, PD. Pasar dan
PD. Kebersihan.

Dari core competencies yang ada maka kewenangan yang
seharusnya dimiliki Pemerintah Kota Bandung meliputi tiga bidang
kewenangan utama yaitu kewenangan bidang jasa, kewenangan bidang
perdagangan, dan kewenangan bidang industri. Kewenangan-
kewenangan ini akan diselenggarakan oleh 9 lembaga baik Dinas,

Lembaga Teknis maupun Perusahaan Daerah.

Kesembilan lembaga penyelenggara kewenangan core
competencies di Kota Bandung adalah: Sekretariat Daerah, Dinas Tata
Kota, Dinas Industri & Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas
Pendapatan Kota, Badan Pengelola Aset daerah, PD. Bank Perkreditan
Rakyat, PD Air Minum dan Dinas Umum.

Selanjutnya dari kelembagaan berdasarkan basic services dan core
competencies kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga

diperoleh 17 kelembagaan yang terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah,
2. Dinas Pekerjaan Umum,
3. Dinas Pemadam Kebakaran,
4. Dinas F‘erhﬁbungan,

5. Dinas Kesehatan,
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8.
9.

Dinas Tata Kota,
Dinas Pertamanan dan Pariwisata,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dinas Kependudukan,

10. Dinas Industri & Perdagangan,

11. Dinas Pendapatan Kota,

12.Dinas Umum,

13. Badan Pengelola Aset Daerah,

14.PD. Air Minum,

15.PD. Pasar,

16. PD. Kebersihan,

17.PD. Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kota Bandung

secara utuh maka diperlukan lembaga-lembaga penunjang baik yang

muncul karena aturan perundang-undangan ataupun karena kebutuhan.

Adapun lima belas lembaga penunjang yang diperlukan adalah:

;5

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (tuntutan manajerial

bersifat techno-structure dalam pembangunan daerah)

Badan Pengelola Keuangan Daerah (tuntutan manajerial bersifat
techno-structure untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah),

Kantor Lingkungan Hidup (konsekuensi penanggulangan dampak

kota jasa, perdagangan dan industri),

Badan Litbang Kota (tuntutan techno-structure dalam
pengembangan Basic Services dan Core Competencies),
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5. Badan Pengawasan Daerah (tuntutan pemenuhan akuntabilitas),

6. Badan Penanaman Modal (tuntutan untuk penggalian investasi di
daerah),

7. Badan Administrasi dan Pengembangan Pegawai (tuntutan
pengelolaan pegawai daerah)

8. Kantor Arsip Daerah (tuntutan dokumentasi daerah),

9. Kantor Dinamika Kemasyarakatan (mengakomodasi tuntutan
dinamika sosial dan politik daerah}, ;

10.Badan Pengelolaan Perusahaan Daerah (tuntutan penyatuan
manajemen pengelolaan Perusahaan Daerah),

11.Kantor Pengelolaan Data Elektronik KPDE (berdasarkan Keppres
No. 50/2000 tentang Kantor PDE selaku koordinator telematika),

12.Dinas Sosial (tuntutan pembinaan, penyelenggaraan dan
pengawasan kesejahteraan sosial),

13.Dinas Tenaga Kerja (tuntutan penanggulangan masalah
ketenagakerjaan).

14. Sekretariat Dewan (berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000},

15. Asisten Sekretariat Daerah (berdasarkan PP No. 84 Tahun 2000),

16. Kecamatan (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2000),

17.Kelurahan (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2000).

18. Dinas Umum (kebutuhan untuk mengakomodasikan urusan yang
tidak tertampung dalam lembaga teknis maupun dinas yang telah
ada)

5.5. Usulan Struktur Organisasi Pemko Bandung

Dari usulan kelembagaan penyelenggaraan kewenangan Kota .
Bandung baik yang berasal dari kewenangan basic services dan core
competencies maupun kewenangan penunjang maka dapat disusun
struktur organisasi Pemerintah Kota berdasarlkan lima elemen dasar
dalam pembentukan struktur organisasi menurut Mintzberg (1994).

Menurut Mintzberg struktur organisasi itu memiliki elemen-elemen:
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1. Strategic Apex
Kelompok manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab
keseluruhan untuk organisasi

2. Middle Line
Kelompok manajer yang menjadi penghubung antara sfrategic apex
dengan operating core

3. Techno Structure
Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan
bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi

4. Operating Core
Kumpulan pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang
berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa

5. Support Staff
Unit yang memberikan jasa pendukung fidak langsung kepada

organisasi

Hubungan kelima elemen struktur organisasi dilukiskan dalam

gambar berikut ini.

Strategic Apex

Techno

: Supporting
Structure s

Line Staff

Operating Core

Gambar 5
Lima Elemen Penyusun Struktur Organisasi

Berdasarkan elemen penyusun struktur prganisasi dari Mintzberg
maka kelembagaan Pemerintah Kota Bandung dapat dikelompokkan

menjadi lima elemen yaitu:
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. Strategic Apex meliputi Walikota dan Wakil Walikota;

Middie Line meliputi Sekretariat Daerah dan Asisten Pemerintahan,
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Kesejahteraan

Rakyat serta Asisten Perencanaan dan Pengendalian;
Support Staff meliputi Unsur Sekretariat Daerah;
Techno-Structure meliputi Lembaga Teknis Daerah:

Operating Core meliputi Dinas, Perusahaan Daerah, Kecamatan

dan Kelurahan;

Dengan berpedoman pada fungsi masing-masing elemen

penyusun organisasi tersebut maka organisasi Pemerintah Kota Bandung

dapat disusun tiga alternatif struktur organisasi perangkat daerah Pemko

Bandung (terlihat dalam gambar 6, 7, dan 8), yaitu:

1

Struktur organisasi dengan “Strong® Sekda,

2. Struktur organisasi dengan “Kombinasi Strong-Weak” Sekds,

3. Struktur organisasi dengan “Weak" Sekda.

Dari gambar struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung tersebut

dapat diketahui bahwa:

1.

Walikota dan Wakil Walikota adalah pejabat politis yang menjadi
Strategic Apex dan merupakan pimpinan eksekutif Daerah Kota

Bandung;

Kedudukan Sekretariat Daerah sangat kuat (strong) dengan
argumentasi bahwa Sekda merupakan jabatan administrasi
tertinggi di daerah disamping koordinator seluruh kegiatan

pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung serta
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R

1

penghubung antara Walikota dan Wakil Walikota dengan Dinas,

Lembaga Teknis, Perusahaan Daerah, Kecamatan;

3. Unsur Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai Support Staff
Sekretariat Daerah yang membantu Setda dalam urusan intern

arganisasi;

4. Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan,
Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan Asisten Perencanaan dan
Pengendalian  berfungsi sebagai Middle  Line  yang
menghubungkan antara Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Perusahaan Daerah.

5. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi Badan dan Kantor
merupakan  Techno-Structure  yang  berfungsi  memberi
pertimbangan teknis pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten
Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten
Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Perencanaan dan

Pengendalian:

6. Dinas dan Perusahaan Daerah merupakan Operating Core yang
berfungsi sebagai pelaksana operasional kewenangan Pemerintah

Kota Bandung yang menjadi tanggung jawabnya;

7. Kecamatan dan Kelurahan merupakan Operating Core yang
berfungsi melaksanakan  kewenangan  pemerintah  dan

pembangunan di lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.
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Dari ketiga alternatif struktur organisasi perangkat Pemerintah

Daerah Kota Bandung tersebut kemudian dirumuskan tiga alternatif

jumlah lembaga penyelenggara kewenangan yang ada di Kota Bandung,

yaitu: alternatif minimal, alternatif medium dan alternatif maksimal.

Tabel berikut menampilkan perbandingan ketiga alternatif jumiah

lembaga penyelenggara kewenangan yang ada di Kota Bandung.

No. Alternatif |
Dinas=dinas = &

1. Dinas Pekerjaan Umum

2. Dinas Tata Kota

3, Dinas Pemadam Kebakaran

4. Dinas Perhubungan

5. Dinas Kesehatan

B. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

7, Dinas Kependudukan

8. Dinas Industri &
Perdagangan

g. Dinas Pendapatan Kota

10. | Dinas Sosial

11. | Dinas Tenaga Kerja

12. | Dinas Pertamanan &
Pariwisata

13. | Dinas Ketertiban &
Perlindungan Masyarakat

14. | Dinas Umum

15.

16.

17.

Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Tata Kota

Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Perhubungan
Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Dinas Kependudukan

Dinas Industri &
Perdagangan ;

Dinas Pendapatan Kota
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja
Dinas Pertamanan

Dinas Ketertiban &
Perlindungan Masyarakat

Dinas Umum

Dinas Pariwisata

Dinas Pekerjaan Umum

aiiaali bultdi " s,

Dinas Tata Kota

Dinas Pemadam Kebakaran
Dinas Perhubungan

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Dinas Kependudukan

Dinas Industri &
Perdagangan

Dinas Pendapatan Kota
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja

Dinas Pemukiman Teknik
Penyehatan

Dinas Pertamanan

Dinas Ketertiban &
Perlindungan Masyarakat

Dinas Pariwisata
Dinas Pertanahan

Dinas Perfanian &
Peternakan
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(Lanjutan)

No. M_WF [ 1l Alterti 1

Badan Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Aset
Daerah Daerah Daerah

2, Bappeda Bappeda Bappeda

- 4 Badan Pengelola Keuangan | Badan Pengelola Keuangan | Badan Pengelola Keuangan
Daerah Daerah Daerah

4, Kantor LH Kantor LH Kantor LH

9. | Badan Litbang Kota Badan Litbang Kota Badan Litbang Kota

6. |Badan Pengawas Daerah Badan Pengawas Daerah Badan Pengawas Daerah

T, Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah

8. Kantor Dinamika Kantor Dinamika Kantor Dinamika
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan

9. Badan Penanaman Modal | Badan Penanaman Modal | Badan Penanaman Modal

10. | Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan
Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah

11. | Badan Administrasi dan Badan Administrasi dan Badan Administrasi dan
Pengembangan Pegawai Pengembangan Pegawai Pengembangan Pegawai

12. | Kantor PDE Kantor PDE Kantor PDE

13. Kantor Kesatuan Bangsa

14. Kantor Informasi &

Telematika
PERUSAF

1. PD Air Minum PD Air Minum l PD Air Minum

2. PD Pasar PD Pasar PD Pasar

3. PD Kebersihan PD Kebersihan PD Kebersihan

4. PD Bank Perkreditan Rakyat | PD Bank Perkreditan Rakyat | PD Bank Perkreditan Rakyat

5.6. Usulan Struktur Organisasi Perangkat Pemko Bandung

disusun

Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung dapat

struktur perangkat Pemerintah Kota (tidak termasuk struktur

Perusahaan Daerah) berdasarkan lima elemen dasar dalam pembentukan

struktur organisasi menurut Mintzberg (1994) yang dikelompokkan
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menurut Dinas, Lembaga Teknis (Kantor dan Badan) dan Kecamatan
serta Kelurahan.

Struktur organisasi dan Kewenangan perangkat Pemerintah
Daerah tergambar dalam bagan-bagan pada lampiran.
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BAB Vi
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

:

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung bersumber dari
Peraturan Perundang-Undangan (normatif), kebutuhan penduduk
untuk mendapatkan pelayanan pokok (basic services), dan adanya
upaya pengembangan potensi wilayah yang dimiliki (core

compelencies);

Kewenangan normatif berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999
memunculkan lima belas kewenangan, yaitu: Pekerjaan Umum,
Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan,
Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup,
Pertanahan, Koperasi, Tenaga kerja, Pemadam Kebakaran,
Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota;

Kewenangan basic services menimbulkan' 20 kewenangan, yaitu:
Penyediaan jalan, Penyediaan air minum, Kebersihan/sampah,
Peneranganflistrik, Pasar, Drainase, Pemadam kebakaran,
Transportasi perkotaan, Sanitasi, Perumahan, Parkir,
Pertamanan,/frekreasi, Jaringan telepon, Jaringan gas, Terminal
angkutan umum, Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah raga, dan

Administrasi kependudukan;

Kewenangan core competencies menimbulkan tiga kewenangan,

yaitu: Jasa, Perdagangan dan Industri.

Dengan menyatukan kewenangan normatif, basic services dan core
competencies melalui penggabungan kewenangan yang sama maka
diperoleh 16 kewenangan pokok Pemerintah Daerah Kota Bandung,

yang dimasnifestasikan dalam 17 kelembagaan yang terdiri dari 11
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dinas, satu lembaga teknis, empat per'usahaan daerah, vyaitu:
Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Pemadam
Kebakaran, Dinas LLAJ, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Kota, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan, Dinas Industri
dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Kota, Dinas Umum, Dinas
Pertamanan dan Pariwisata, Badan Pengelolaan Aset Daerah, PD. Air
Minum, PD. Pasar, PD. Kebersihan, dan PD. Perkreditan Rakyat.

6. Untuk dapat terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di
Daerah Kota Bandung maka diperlukan 18 kelembagaan penunjang
yang terdiri darii Bappeda, Badan Pengelola Keuangan Daerah,
Kantor Lingkungan Hidup, Badan Lithang'Knta, Badan Pengawas
Daerah, Badan Penanaman Modal, Kantor Arsip Daerah, Kantor
Dinamika Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan
Administrasi dan Pengembangan Pegawai, Kantor PDE, Sekretariat

Dewan, Asisten Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Dinas
Umum.

7. Dari tiga puluh empat lembaga yang dihasilkan dari hasil analisis
tersebut, kemudian dikelompokkan menjadi lima elemen pembentuk
struktur organisasi Pemerintah Daerah, yaitu: Strategic Apex, Middle
Line, Techno-structure, Support Staff, Operating Core.

8. Selanjutnya setelah terbentuk organisasi F‘Elzmerintah Kota Bandung,
maka ketigapuluh empat lembaga tersebut dianalisis dengan
menggunakan lima elemen pembentuk strukiur organisasi hingga
terbentuklah struktur organisasi masing-masing lembaga. Langkah
selanjutnya adalah menerjemahkan kewenangan masing-masing.
lembaga dalam bentuk tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan

tanggung jawab masing-masing.
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6.2. Saran

Berdasarkan hasil analsis, maka dapat diberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan jumiah dan jenis perangkat
daerah yang ada saat ini dengan jumlah dan jenis perangkat daerah
yang direkomendasikan. Perbedaan ini membawa dampak yang cukup
besar baik dalam aspek kepegawaian, keuangan dan kelembagaan.
Agar perubahan dari kondisi yang ada saat ini menuju kondisi yang
diharapkan maka perlu disusun suatu bentuk kelembagaan
Pemerintah Daerah Kota Bandung  transisional  yang
mempertimbangkan aspek akomodatif terhadap pegawai yang ada
saat ini. Kelembagaan transisional ini diusahakan untuk mengarah
pada bentuk lembaga yang direkomendasikan tetapi dalam bentuk
yang “gemuk” kemudian berangsur-angsur menuju ke bentuk yang
sebenarnya selama kurun waktu lima sampai dengan sepuluh tahun ke
depan dengan catatan bahwa jumlah pegawai tidak ada penambahan
yang signifikan (zero growth).

2. Dasar pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah yang
direkomendasikan adalah “miskin struktur kaya fungsi®, untuk itu maka
ada beberapa Dinas yang dulunya ada dihapus atau digabungkan
dengan dinas yang lain, misal: Dinas Pertanian, Dinas Kedokteran
Gigi, dan Dinas Pariwisata. Meskipun demikian dalam struktur baru ini
juga muncul Dinas urusan Umum 'vang ditujukan untuk
mengakomodasikan urusan-urusan yang berskala kecil yang dianggap
tidak signifikan untuk dibentuk suatu perangkat daerah. Apabila pada
suatu saat urusan yang berskala kecil tersebut berkembang dengan
pesat sehingga membutuhkan suatu kelembagaan yang mandiri maka
membuka kemungkinan untuk dibentuk lembaga baru yang terlepas
dari Dinas Urusan Umum tersebut.

Studi Penataan Kewenangan & Kelembagaan Pemda Bandung 55



DAFTAR PUSTAKA

Burns, Hambleton, Hoggett " The Politics of Decentralisation”", Mac
Milan

Hoessein, Bhenyamin, (1998), Format Pemerintah Daerah
Dalam Era Reformasi, Makalah yang disajikan dalam
Seminar Sehari tentang Pemerintahan Daerah yang
diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister
Administrasi Publik Pascasarjana Universitas
Krisnadwipayana di Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok
Gede Bekasi pada tanggal 5 Desember 1998.

Hoessein, Bhenyamin, (1999), Pergeseran Paradigma Otonomi
Daerah dalam Rangka Reformasi Administrasi Publik
Di Indonesia, Makalah yang disajikan dalam Seminar “
Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia
Baru: Beberapa Masukan Kritis Untuk Pembahasan Ruu
Otonomi Daerah Dan Proses Transisi Implementasinya”
yang diselenggarakan oleh ASPRODIA-U!l pada tanggal
27 Maret 1999 di Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar, (1998)., Pembangunan Administrasi di
Indonesia, Jakarta, LP3ES.

Leach, Steve, et.al. (1994), The Changing Organization and
Management of Local Government, London: The
MacMillan Press. Ltd.

Maryanov, Geral S., Decentralization in Indonesia As Political
Problem, Interm Report Series, Moderan Indonesia
Project Southeast Asia Program, Department of Far
Eastern Studies, Cornell University,; 1958,

Mc Lean, 1987, "Public Choice, an Introduction”, Basil Blackwell
Osford:;

Patricia W. Ingraham, Barbara Romzek & Associates, 1994, "New
Paradigm for Government', Jossey Bass Publisher,
California;

Pemerintah Republik Indonesia, (1999), Undang-undang
Otonomi Daerah 1999, Jakarta: Sinar Grafika.

Sludi Penataan Kewenangan & Kelembagaan Pemda Bandung 56




Robbins, Stephen P, 1994, " Teori Organisasi Struktur, Desain &
Aplikasi ", Prentice-Hall International, Inc, Penerbit Acan;

Savas, E.S., 1987, "Privatization, The Key to Better Governmenf',
Chantham House Publishers, Inc, New Jersey;

Stewart, John, et.al. (1995), Local Government in the 1990s,
London:The MacMillan Press Ltd.

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara
Republik Indonesia Jilid I, Il dan M, Jakarta: Gunung
Agung, 1968.

Walters S.J. "Enterprise, Government, and the Public" Mc Graw-Hill,
London;

Studi Penataan Kewenangan & Kelembagaan Pemda Bandung 57



STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMDA KOTA BANDUNG

LAMPIRAN




HVYAVA LVIUVLIANAS

NYLVdWANId SYWNH VINVEYIITy
FISVLION NVIOVH 805 N¥IOVd 9ns
NVIDVHE 11s
VDONVL HYWNY ISWSINYDHO
NYDONVEWIDNT NYIOYd 915 NYIOVH 901§
NY¥IOVE ans
NYONYNEH WNHANH
NYVYOVONId NYIOYE dns NYIOVHE 815§
NYIOVE 81§
SYINH YINVSYMEN NV
NYIVYMYDIdIN N¥YO WNMN ISYSINYDMEO “WNNMNH
NYIOVYH NYIOVE NVIDYY
TYaNTy Vasay ONVENT HYLNIIYIWad
NILSISY NALSISY NALSISY NALSISY




YOV¥d HVHIY

ONNAYT 19X

SIS TVISOS SY.LITISYA 7
AVISOS NVILLNYY NYMSOSHYd ‘g9Mid
Is9as 15498
IdWHN SH
B NNV YTV AL
NV S¥NNL “ONZJID TVISOS IVISOS NYDNIENIE
“IV.INO gYHTd NYVHILHY 534 NVO NVNNSMANTD
15335 ISHES 15448
TVISOS NYILLNYE NV
AVISOS ISYLITIEVHAY TVISOS NYVIEIHVIESTH TVIS0S WNIF
SYNIQ €S SYNIA €NS SYNIA €NS
NYONYIEA NYIVMVDaday W
NYIDVH 218 NYIOVH 1S NYIDYE 9§
YHYSN VLVL NVIOYH
SVNIQ
VIvdad

TVISOS SYNId




| 1svatvad

NVISNEM1SIANTd i
ISHAS
SYWNITNYYNIgNAd HVONAL WYH¥D0Ud
NV NVHILYT3d NYNNSANAd
EYER NVAVIDNITHHd Ly¥ve 18348
gt UL
YHVINE NV.LVTaS
NVONYTNDONYNAd
NVA NV VAVayIanEd NVVIVANA VEVLN ONNAONYE VIHVINd
1S¥dS ISNAS noay 1$348S
LVAVEVASYIN TV¥NOISV¥EdO WVHDO0Ud
NVDNNANITYEd ALLSIOOT NVITVANADNAd NVO NVYNVINTIEd
SYNIQ €N§ SYNIQ €S SYNIQ gNs SYNIO €NS
NVONVNTH NVIVMYOIdN WANN
N¥IDOWVE gn8§ NYIOVE 905 NVIDVd 9018 OINAAYT TaN
YHYSN VLVL NVIOVE

S¥YNId
YIvddd

LVIVIVASVIA NVONNANITHAI NVA NVLLYALAM SYNIA



YIUEN YOVNAL
NYYHYSIH3d VOuE SY.LIALLNIMIOHI
ANTMOAHT NYLVHIST | z«.ﬁm._hﬁmhmﬂx S = NV YNNG =
I15H3S 1543S IsHES
VI
V1SYMS NYHLLY] | HVEYd NYEVITHE
VT NYLYIYTaSl VRITE NYLVEVASYEd VOVYEWZTT NVVNIDEd NYQ 1SVINEO04N
1S3 ISHEs g 15M3s IS43S
y - NYDNVOYIWHIL YraTd MYLYJWENSd
YraEd YIWHON b TVTALSANT MY ONMENH [ NVd NVHLLY T34 —~ N¥O NVHITY AN
IS438 ISMES 15A3s 15438
— —_—
WYY T YO VHALTY VI LVAYAS SY.LIALLMNGOH
NYSYAYONEd NYQ TYIHLSIANI NYQ NYHLLY T3 VIEAH V.INId
S¥AIQ 4nS SYNIQ @Ns SYNI 5NS SYNIQ 2Ns
[ | I _
ONIAYT “TEH
NYDNYNTH KVIVAYDEATH WK | . R B A
NVSIIHN - NVSnEn . NVSNHN : | i e R
_ 1 ]
1
L¥Tdv.LIdNIS
[
SYHIA
VIVATA

vrda VOVNIL SYANIa



LVTAId WY 4DO0Ed
NYTTVONIDONAd B NYSVMYONTd
1sHgs

LVTHIT WY 4D0dd

IYMVDEd
NYVNIENEd
ISHHES

NNISNA % ISY.LOW
TSOWAA ‘TSOW0Hd
1S94S

NAWLIEHTA
15448

NYIVMYDIdEH
DNYArd

NVVAVOONITIANI
154398
LVTAId WYID0Md
NYVNVINTHH
[§438
|
L¥VTAIa
DNYaId
NYONYIIEA N¥IVMYDIdTE Wrnwn
NYS1EN NWSTAN NV SI1d

LYY LIHAES

DNNAYT 134

Nvavd
VIVdaA

HYVHIAVA NVIVAVOAdII NVAVY




AUTATT LISV

QINIT LASY ISHAS QLT LASY QINNIT 1SV
1S3AS 1SHAS 1S94S
dV1dL LISV
JV1AL 13SY 1SHAS AV1AL 13SY dV1dL LASY
ISHAS 1$33s 1SS
R E=
| HV¥IVA LISV
HYYEVA L3SV NYITVONIONEd HY¥EVA LASY HY¥IVO LASY
NVLVVANYW3d ¥ NYSYMVONId NV Y VHITHNEd ISYSTUY.LNIANI
DNYIE ONYAIE ONYaIE DNVald
NVONYNZN NVIVMVOTdaN WO
NVSHN NVSITEN NVS(TdN ONNAVI TN
LYIMVITUNES

HYHIVA LASY VIOTIONAd Nvavd

NYavd
VIVddd




NYLYdYaNId
NVONNLIHYAd
15498
NV VIVHYANIENId
ISHES
NYLVdYaNdd
ISNALOd
NVITYDONAd ¥ NVEVODNV
NVdVLENAd NYVNVINTNAd
N ISES
R G
NY1NENEd NV Vi VHYONIENEd
P ISVIIAIYIA P NVEVODNY
DNVIE ONvalg
NVONYE NVIYMYDIdIA WNWN
NVSMHN NVSITHN NVSHN ONNAVE a3
LVIVLI¥as

NYavd
¥WivddA

HVHIVA NVONVNE VIOTAIONId NVAVE



HYVUIVA NVSVMAVONId NVAVd

VNVAVSVHL YNVIYS YHYUVSYHAYNYUYS YHYIVS VAL YNVEYS VNYVAVSVEd/ VNVIYS
VSWaWad YS§rdamad YENImEd T WSMI¥IWEd
HLYVEVAY HALYEVAY UNLYEVdY C ANLVAVAY
VSHIdamad VSHIMAWEd VSHIgawad VSATddmEd
NYONVNIA NYONYNEY NYONYTA NYDNVEH
VSuluaad VSAMAWAd WSHMIMINId WEHIMAWAd
NYYNVSIVIVLIV.LAN NYVHYSAVIVLIYLIEE NYVNYSAVIVLYLIEH NYVNYSHVTV.LIVITA
WeHIdawad VERIEEIVER VSHMEWad WSHIIAWAd
NVNNONVHWA] NVIVAVIVASVINGA NVHV LNTIIWAd
amng DNVdId ONVJId ONVdId
NINVHWAL ¥NLAHdSNI MNINYHNId dLLMAJISNI NINYVIWNAd dNLYHdSNI NINVEHNAd HNLMAJISNI
WNMWN WAy SYM dVT WAy NY VR VONTIEd
NYSHN NYSMHEN NYSNEn
SIUV LIHHAS
UNLAAdSNI




ISVIWHOINI VIVDHEIN
[DOTONAHL NAWNAHOA WTIA % OHdIA
NVONYEWAONAd ISVAI'TINd NVIVATddd ISIAHTHL
ISYHS €S ISHMHS ans ISZIHS °NS ISHHS 9018
VLON HV LNIHMIWHI AL O01avd
ISVINIOANI WHLSIS NVAV.IHOYHd NVNIZIYdd O1avy
[SHHES NS ISAHS 9ns ISAHS 48 ISHES NS
I
ISVINHOANI WHLSIS
NYDNVEWNADNAd
¥ NVVNVONTIad ISVAITaNd NVNIZI¥4ad NVUVIANAd
ISHES ISMAS ISHS ISHHS
NVONVNTA NVIVMYDAddX WNAN —
NVIDOVH °NS NVIOVH 408 NVIOVH dNS sl
VHVS( VLVL NYIOVd
HJOLNV2
VIVddA

VAILVINHTAL ¥ ISVIWHOANI YOLNVY




VLOM NVONVAWAONAd NVA NVILI'TANAd NVAVH

VINY SV TVISOS SYLITISY4
EN ISHES
UNLVEVIY
VAV ¥FENNS RILSNANI NN SYLITISYA
ISHAS ISHES ISHES
NVONVOVQ¥ad NYONIONIT
ISVSINVOUO ® VSVI VNVHVSVUd
1S34S ISHES 15348
Pl oas L X T
NN NYHY LNRIZNEd SAIDNELAdNOD THOD STIIAWES DISVE
DONYELIT ONVELLI'T DNVELIT
ONVaIE DNVQIE ONValg
NYONYNEN NVIVMYDEdad WNWN
NVSMHN NS NVSIHN DNV 133
LVIV.LINAES
NVaVE
VIVdad




SRLUSIYSH] UBIEY3S3Y UWeURARady

| NVLVHASAN uByeUEHag WDY .
ugnRmSY Mg «
S URITRESY MYV o
Fueqn e . *
yeSusuapy UBIpIpuad 1SEUTPIOOY » " ﬁnﬁm : Mﬂ
19SUQ] UBYIPIPUS ISEUIPIODY] » : ek
NV SIIaNEd ueSunySuyy weyisiaqay » | NVINANANdTA
NVHISHAEEY ISVALSININGY
LVAIVYE NYNNONVEWAd
NYYUALHVIASEY % INONOMA NVHYLNNAWAd
NVLVINYITN
LVTAVITUNES
NVLIVINVOEA
VIVdaH

NVLVIANVOHEN




o

yedureg «

A TTHES B3 T

npueiso,] UEEYISIY URTEAR]S] « :ﬂ“ﬂ::#mﬁ_.m Ll L | uuu._—,_w ”
* NYLVHISTH :
NYHISYI9aH dLA
LYAAYU NYNMDNYaWNEd
NYYYZLHYIISTH ¥ INONOHE NVHYLNI¥IWHEd
NYHYH13A
LVIIVLIYATS
NYHVE T
¥IVdad

NVHVANTAM




ALLAY dIS¥V
ISHHS 908

dISYUV NVVNIgWAd
ISES "8

NVAISEVHA WHLSIS
NVONVHWHONAd
ISHS °0S

NVVNIgGWNdd
NV NVONYHWADNAd
1SH4S

DNOAVT “TaA
NVONVIHA NVIVMVOIdTA NN
NVIDVY €S NVIOVY dNs NVIDVd 908
YHVS( VIVL NVIDVE
HOLNVA
VIVdEA

HVHIVA dISHY HOLNV




andsos

HVT¥SYIN NYITYADNEd

ONNAYI 1394

aEgans
TNONCOAH
HYTVYSYIN NVIIVADNAd VEONVE NYNYHY1IE T0ddYd 8NH
aid ’9ns arg gns d1d 9ns
ALLITO4 190703d1 VSONVE NVEYaWEd MSTSVYINEO €NH
g 9ns adid gns aid gns
_ [ A
SIDALVHLS
HYIVSY I NY [ v DN L¥AVAVASYIN VAINYNIO VOVHWETYY.LNY °9NH
ONYAIEI ONYdld DNYAIE
NYONYNIA MNYIVMYDIdEN TN
NYIOYd " NS NYIOYd 9ns NYIOYH 9s
LYTHY L9YAdS
HOLWNYA
YIvVddH

NVYLVIVIVASYVINEY VITAVNIA NVSHN HOLNV




DNOAYT "T9H

TdITAN NYA SYLISYdYX
HTNVYNIHINHL Tda TAH NYdVAaINId NYDNYEWIDNTd
5438 15335 18438
HIV HTNVIIV153Tdd
IS¥NTVAS NVEYINIINIL NV NVHITINEA
ISHES ISY9S 15488
H¥NY.L NVO
N¥NVLINYIWEd VUVAN NYEVINEINE HT NIV ADNAd
15435 1$448 15438
IS¥NTVAL NYITVAaNEONAd
NV N¥YYINYINGd NV NYHVOHIINAd HTNVY¥NYINTHad
ONYdIE DNVAdId DNYag
NYDNVNTH NYIYMYOIdaA WIWN
N¥SEN NYSITn N¥EMAN
LYHVLIYATS
NYdvd
W1vdaH

dIAdIH NVONMIONIT HOLNV




dNdiH
NYONMTADONI]
NAH ISHES

NYDMNENHYEd
NEY ISH9S

WVEDOUd ISYITTVAL

15445

NVHY.LNIHAWEd
YHVHYS
NTY 154398

—

——

NVHNONYEWEd
NVAVDONY
NVITYONIDNId
ISA4S

NYHLAIINT NYINYLATd
15448 1S24Hs
YHYSN VINOO
Yas5a: NYONYEWIDNI
15435 15438
1SVHEd0N®
NYHVLNIMaWEd HYDNYOVOHad
15438 ISH45
VLVSIMIAYd
NYANANONIJTH NVd TLSNAaNT
I5AHdS [SHHS

—

NLLTH
NVIVDONY
NYITVYANEDNEd
15448

—

NVEOdY13d
NYSYMYY ISA5
ISYLITIEVHIY
NEY 15398
NVIV'TINAd
F VSITYNY
1$338
DNYIH VLVL
W 15935 1SVINHOANI
PVLIVA
1891S
NYHYT
YNMD ¥IVL NWILITANTd
NI 1S¥3S 153435

—

——

Alsld YAVANE ¥ TVIS08 IWONOHEE WVHDOEd NVNIENANSd ONVMH YLVL NYILITANTd ® V1Vd
ONYdld ONVAg DNYag ONYJI™ ONYald ONVdld
NYONVNEH NYIYMYDadaH WWN
WY STEN NY SN MY SITHMN ONNAYT 194
LMV LIHHES
OHAgddVH
YI1LEA
vaaddvd




AWYTATY HYSVd
NYVIOTIONTd NVVIOTEONTd
aLdn aLdn
NVONVEWTEd -
IS338 Hmnmahmd%pﬂwzﬁ_ﬁmm AVIVd NVONLIHYEd
ISHAS
NYHIOV N
ISNAS
ISNEMYLTY NVdYLANAd AVIVd NVdV.LANAd
ISVAIAISNALNI 1S94S 1SHAS
ISYAS
ISYNIAISNILSNT ISNERLLTY NVYLVANTd AVIVd NVLVIVANId
e ez
ISNELO NYITYANIDNAd _
NVQ NYDNYEWIDNId ISNEIYLIY AVIvVd
SYNIC €018 SYNIQ 905 SYNIQ ans
NYDNYAN NVIVMYDIdTH W
NYIDVE €18 NYIOVHE °218 NVIOVE dNS DNNAYT 1934
VHYSN YLVL NVIDVE

SYNIA
YI1vdaxd

VLOM NVLVdVAN3Id SYNId




SINCAAL NYNLNYE
N¥O NVHITTNANS
ISHAS

NYdYAVYEEE WYadvinad NYINONId NVA
SINAFL NYdYAONTTHId f— N¥V¥SARMIWAd
15438 L¥dvd I§H38
HITALL
NYLVIES
NVILITANAd
LINO TIHOW VYL ONNANYE NVO NVY.LVONId
ISH4S ISHHS 1524398
TVNOISYHEdO NYONYEWIDNTd
HLLSIDOT NVITVONIDNA NYQ NYYNYINTE3d
SYNIO €18 SVNIQ gns SYHNIA €118
NYDNYNIH NYIVMVYDA4dTH WNN
NYITWVE g90s NYIOVH 9018 NYVIDVH 9N8 ONNAYE T3
VHYS V1VL NVIDOVH
SVNIQ
VIVdad

NVIVIVEIM WVYAVINAd SYNIA



LINVS HY WY SYWSHNSN | | WNRMOLYEOgY1 ISYINEVA | | SEAVN LVTHIT
aLdn aLdn aLdn aLdn aLdn VALLAWSON ¥ WOod
15938
TVNOISIOVYL
NVLVE0ONTd IsvSINAN
1SH3S
VOVYHYIO ¥ S3N 1SNAS
1948
NVNIZI43d (ISYLINVS)
VIS0 NV ISVLIGTEAY NYONMADNIT
191D NYLVHASTH 1SHAS 1SH3S NYLVHASTH
NYNVAVTEd 1S43S
ISN38 HVNVY NVA SNSNHN NYLYHASTY
g1 NYVIILHY ST NYNYAVTId
IS¥3S 1S33S
NVHNTNANI AVTINNAW
NV zmﬂmmmuz& e NV LVESEEE YNVHYS E_ﬁz,_.,.mm DFINTd
ISHES ISHTS Iy
[ I
NV.LVHESIN Emmﬁw% wvwmmuzﬁ
IDID NV.LYHESTY VOUVNTEN NYLYHIST NVNVAVTAd i
SVNIC 9ns SYNIQ €8s SYNIA €NS
NYONVNTH NVIVMYOIdTH WD .
NYIOVE 9ns NVIDVE €S MVIDVH HI1S ONMAVE "TIA
YHVSN YLVL NVIOVE
SWNIC
VIVdaN

NV LVHASHM SYNIA




2 b |
[5335
NV 1Y HIagdad AVNY NYHYS3ONT
®OLISNVHL NYd NY N YORNad
18938 Mih“@ﬁ%ﬁqﬂwwmﬂm WNYTVATOETd
NYNVAWLANTd WY NIMY I
ISTS NYHYHTd3d
1594S ISYAS | I 1
HYdIYA
UVLINY NYDONOHNH
NV ATA¥NS YOUYIaN NYHOdY1NYa NVLLY AN
ISH4ES NYNYHY.LIH V.LVO NYHYTOONAd ISV.LOW NYU MVAIHYTdH
I5HES ISA38 ISHES 15495
[ _I||]J _|.r
YOMVIT1aM
ISYHDINSNY YL NYVYAYOYIEWEd Y1va ANANANAd ISVSITIHOW NVLIV.IVONTd
SVNIO gns SYMIA °HNS SYNIA gns SYHIO ENS SVNIQ 9ns
NYONYNTH NYIVAVDIdI N gl g
HYIDVH 9% NYIOVH t% NYIOVH HNS ONNAYE T9A
VHVSO VLY.L NVIDYY
SYNIQ
Vivdad

NVINANANILIM SVNIA



VLISVMS VSVT T et
ISVSIUVANYLS
1S¥ES
TVINHOANI YOLNIS
NV LNH TSYH NVa
NVONVEWIONId VHYS( - :
NYIDOTOULINAY _m‘%ﬂmﬁﬁﬁq 1SES NVONYENIONEd O¥DV “VIWI [MLSNan
NV YNVVS Wi NVQ NYITYEWZONE L
IS¥As NYHTTVANIL
ISHaS NVONYIEN VST NV NV VOIVONEd
NYQ NYVAVIENId
il I1SH4S
AWNTOA DNYINV VANV
SMYV NVIVAVL HOdWI o s NVQ AINOYLNT T
ISHHS 15438 MY HVLIVANTd 15435
NVIVHASIN NVIVTINGd 1S9ES
ISH4S "
NYONVEWIL [YLSNANI NON
MY VSSYIN NYQ RELSMIANI WNNNH NYOVE NVa NVONYOVaYad NVVSYAVNTEL
1$43S TISYH 40dSNa NYYOVEWNITIN VNIE YHYSN NVa WVDOT
1S3as 1S33s 153435 ISHAS
[ [ [
T4ADAN ¥V MaDaN WY1vVd VHEANY 2 HINOHLYITY
IDOTOYLIW NYONYOVaEd ISVEAdON NYONYOVQEad NISTW WYDOT
SYNIQ 9nS SYNIO 9ns SYNICQ 9N§ SYNIQ A0S SVYNIC €NS
NYONYNEA NVIVMVYDIdIN NINN
NYIOVE 9NS NYIOVE 9NS NVIDVE €18 DNNAYT 19N
YHYSI ¥LVL NVIDOVE

SYNIa
VIVdaH

NVONVOVAUAd NVA IILSNANI SYNIA



Y10M

VYHVS V1VL NVIOVYE

NVYNVINVLYad ISANQCdad
IS¥YLNIIWNNHOO NYdLLYINad NYVAVHITINTd ISYHS H_mu_.wﬁ =
1538 1SM38 NVQ NYITYAONIDNId
ISHH8
Vi10A
YNVAVSVHEd NYd
NVNNONVE NINJEL NV.LNSNONId NYNIONYS DNV MINMAL NYVLINId
IS348 15348 NYYNYINTIId I5¥9S 1538
5445
NYNIZRdd NYHVINTd3d VLOA DNVOY
ISVHLSININGY NYSYMYONTd N¥VYNYINTITd NVIVVANYIWE AJAANS
15945 18348 1348 ISHE8 15398
T T L [
ISVLNAWNNOA NVITYANIONAd NVNNONVER
W NVNIZI4dd NYSYMYDONEd NVHVIAd ¥.1O0A VIVL NVV1IIWId NV AZAENS
SVNICQ Fns SYNId dans SYNIQ ans SWNICT gN8 SYHICA 2NS
NYONVNEH NVIVMVYDIday Wrnwn
NYIOVE €N NVIOVE NS NYIDVS €118 ONNAVT Tad

S¥NIQ
YI¥daA

VLOM VLY.L SVYNId



............ _
ﬁ | aldn | | Naavo
WY1V AITIN e .
NVdISYNTY AL NYYLIWad NYd AFAENS
1SNArd.Lsia HYHdva 15445 I8HAs ;
15¥4s N¥L¥¥dNVINEd
FSVNIVHEO i
NVVHIVYHITIWNA
NV NYNODOMYHNAd
JSMas ¥YOLO¥L ; e dyO.1C0UL NYd
ONYOND MY NVETTVS NYTY 43041 MYHTTYS NYYNYDONTHEd
15438 NYVIVHITIND 1549S 15435
15438
NVIVL NVDONYII NI
N¥YAYHITINAd
NYd NYNODONYEWEd NVHMLNE94 NYLVAWAr @ NYTVI N¥LYEWAr
1438 YSITYNY N¥VAVHITIWNAd NYTTVANADNAL ¥ NYIVI NYYNYINTHId
15445 15448 ISHTS 15M498
T
ASYNIVEd ¥ _ _ TYNOISYVETdO
NIV NYDNYEINT ALLSTDOT MY YHYHITINEd NYITVAONADNAL WY VMY INTTd
SYNIQ 9ns SVYNIQ 908 S¥YNIA 9ns SYNIQ gns SYNIC g8
NYONYNEN NYIVMYDddaH WINTAN
NYIDOVE 9NS§ NYIDVH 918 NVIDVL 94NS DNV 19
VHYS VIVL NVIDVH

SVNIg
VI1vdad

NN NVVIIIMEd SYNIA




MVTRLLSNONTE ]
1545

NVONYOVIYEd
ISAHS

YE¥I[
[SH9s

HYHMAIVO NV INOOMOEH

IVAAYH

MNYVHELHVIESEA
13245

NYNOONYHNED INONOHH
1SHHs

MYV NN

[SHHS

NVNYAVTId
HYIrvi
ONNCIH

NVIIY AN
NV
NWVONYHA MY IYAM YO MM
M¥S1A0 MVEN NYSTEN

LYTHY LI HdS

OMOd%T T

HVHIAVA NVONVHNAOINAI NVANVILITANId NVavd

N¥dve
YIvdaXA




dICIIH
NVONMAONIT
NHA 1SMHS

MY ONNENHYHA
NI [SH9S

WVHOOM ISYIVTVAL

[S348

MYHYLNTHHMN=Ed
YHWHEYS
N IS5

—

—

NYMIONVHEIND
NYHVOONY
NYTTVONI DM
18448

MY AN NYINY LA
1SS [5MHS
VHWVSM VINN
YasaA NYONYHNTONA
IS I8AHS
[SYHAJONY
NYH YV LNTHHN L NYONYOYIIH
15245 18448
VIVSIMIEVd
NVANANANTIIH NV TYLSANI
ISHHS 137448

—

MLLOE
NYIVOONY
NYTTVANTONEd
IR

—

NYHOdY1dd
NYSY¥MYA I52EHS
ISYLITEYHIY
NTH IS8
MYV IINAA
W VSITVNY
[SH4S
ONYYE V1VL
NHY IS AHS ISYIHOAMT
¥ VIvVA
183498
NMVYHVT
YHNND VIVL NVILLITANAL
NTY 18995 [958

PR S

NYLLI'TANAd ¥ ¥1%d
DMWY I

AISIA YAVNE ¥ TVISOS TMONOXEH WVHOOEd NVNISNANAL OMNVITY ¥LVL
DNYIIE ONYAIg ONYOIH OMWIIH ONYAId
NYDNYIHA MY IV DL MmN
NVEMN NYSIA MVEA DNV "19M
LVIHVLTAAAS
OXAddVE
VILEH

vaiaddvd




HVHIAVA NVSVAVONId NVAVd

VRNV VE YV VN VIYS VHVUYS VL VHVIVE VHVHVE VL VNVEYS VNYHYSYULYNVAVE
W HTHHW VE AN WS I AL VEMNIANA
HNLVAYdY HWLLVHYdY HALVAVAY Hnivavdy
VAN WE AN ED WENIHMAWAL VEHTITINA]
NVONWTY NVONYIITA MYORNYATT MVORNYEY
VY5 aIMad VEHAMHIW A WSHATAIM A4 VMM AINAd
NVVHNYSIVIVLYLIY NYYNYSHAVIVLYLTA NYVNYSAVIVLYLAA NYVYNYSAYIVLIVLITY
VST INAd VSR HL YWSHMTINTd YSARTNEd
N¥NNONYHWAd NYLVIVAVASYINAY NVHY LNITYINTJ
amng ONYdIg ONVdIg ONvalgd
(LINYHWHd HNLHMEdSNI NINYEWad dN.LAFJISNI NINVYHNWAd HLYNIISNI NILNYHNTd dNLNAdS N
PN N Y SVAM AV WAV MYYNVORNTIH]
MVSHN MVSTHN NYSHn
|
STHV LT H4IS
AN LAHdSNI




T TAN NVA SY1ISvdvA
HT NV YNIHNE T T NYJIYHEANAD MY ONYHINE DN
1SS 184S IS8
HIY HITINVIMYLSHTdd
ISVNTVAT MY HYINEADMAL MY NVHIT UM
IS348 15945 15498
HYNVL NVJ
MVNVLNVINH YAV NVaYIWNdoRad HTHYIYADNId
ISHAS ISH4S ISHHS
ENIEI N _\
IsVnvad N¥TTVANIONA
NV NVOVINYINGD MY MYHVOIONEd HTNVVNYINEAad
ONVaId ONYdId DNVJIE
HVONVIIHEA NVIVMVOTdTA WA
NS4 MYS14ErN NYSIAN DNV 1A

[

LYV LIdHES

NVavd
YI¥daA

dNATH NVONNAONIT HOLNVH



VINVEVIEA VINWEVIIHA
| B B [SAHS
HNY¥NIZTHEd NVNIZTHad
IS4HS ISHES
NYTTYUNHDNG NYTTYUINIONAD
A NVYNYONTH B NYYNY NI
[52ds [84HS
YiNd N{INd
SVHNIA HNS EVNIA dNs
MV ONYIEH N¥IVMYOIITA il Iy
N¥YIDVH °0S NVIOVd dns NYIOVH HNS

|

YHYSM VIV NYIOVH

OMNAYT "1

TVAOIW NVINVNVNId NVavd

MWV
VTVdHA




ISVIARIOANI VIVOEN
D0 TONMAL NEWNNOA WTId ? OFdIA _
NYONYEWIONHd ISVITENd NVIYATydd ISIATTAL
ISNES 4NS ISNES €S ISYAS €S ISNES €nS§
V.LOM HVINIYHWHd AL % OIaVY
ISYWHOINI WHALSIS NVAV.LIOHUAd NVNIZTd3d oravyd
ISNAS €S ISHAS 4nS ISYES 4NS ISNAS €N
_
ISVINMOANI INFLSIS
NVONYEWHONEd
® NVVNVONZYHd ISYIT8Nd NVNIZI¥dd NYHUVIAN=d
ISYHS ISYAS ISYHS ISM4S
NVONVNEA | | NVIVMVOHdTN WD ONMEYE T
NVIOVE ENS || NVIOVEENS || NVIOVE 8nS
VHVSN VLY.L NYIOVE
JOLNVA
VIVdHA

VILLVINHTAL % ISVIWHOANI HOLNVM



NV LV VNG
NYORNILLIHYE
ISMES
NV VA VH VAN A
15448
NVLVAVONd
ISNHLOI
NYTTYOONAd ¥ NYAYDONY
NVAVLANAd NVVNVONTIEd
ISHEs [5748
IO R
NN NV VHVHYONAEYE
¥ ISVALIMEA ¥ NYAVDONY
ONVIE DNYIE
NYVONVOEA NVIVMYOdddX P
NS NVSMTN NYSN¥N DNV 13
_
_
LVTIVLTANES

NYU¥d
Y¥IvdaA

HVUHAVUA NVONVIHEM VIOTIODNAd NvVavd




dLLAV dISHY
IS5 drs

dISYV NVVNIgINId
I5A4S 405

NVJISHVAM WHLSIS
NYONYEWHONA
ISYHS 408§

NYV¥NIFNAd
NYd NVONVENIDONCId
ISHTS

ONNAVI THH
NVONVEA NVIVMYOEdTA WA
NVIOVH dils NVIOVH 9018 NVIOVE dl1s
VHVS[1 VIVL NVIOVYd
HJOINVI
VIVddA

HVUIVA dISHY HOLNVI




DAV "THA

aAngsos
HYTVSVIA NYITVAONTd
a4 g40s
MONOHEE
HYTVYSVIN RVICYAONE VEONYH NYNVYHYLTY 1oL Yd dH
CIIH =S (e 2105 a1g ans
ALLITOL 120TOEd] VSONYE NYdnvamad WSTSYWED dnH
14 dr1s dld ans did "dns
I _|..1.|1.|
SIOILVHLE
HYIV¥SYIN NYINvADNI IVAVUVASVIN VAINVNIO YOVHEWA'T IVINY HI1H
ONYdIa DHYAIE DNV
MYORNYIHIN K¥IVMYOHdEA NN
NYIOVH HNS NYIOVH HIS NYIOVL dns
LYTHVLIHANAS
HOLN YA
YIvddad

NVLVIVIVASVINIM VMINWVNIA NVSIIN HOLNVM




AdINATT LISV

duTAIT LAHSY ISAH5 INHITLASY {IATT 198V
g 1548 ISHHS
dVI1HL 1SV
d¥ L3l L3SV ISH3Ss dV1dL LHSY dv1HL 1HSWV
ISHS 182435 1§48
e
|—— o [ T
HVIIYA LISV
HYHavd LIsY NYTTVANTOMNA HVYEIVI L3SV HVYEIVA LASY
NV LVYANYINEd FNVEVMYDNId MY YA VEI TN ISVST Y LNAANI
DYl ONYAIH DNYadId DN V"
MYONVIIH NYTYMYOHdEA WA
NYSEN NYSMAIN NYSIEN DNNAVT "T33
LYTRIVLIHAES

HVYHAVA LASY VIOTAODNId Nvavd

NYCVH
VIV




YWINVEYTHHEXA TVISOE §SVLITISYA
ISHHS 15455
HILLVEYAY
VAV IEMNS TALSCMI WD SYLITISYA
IS9IS ISHES ISNHS
NYONYDYIHEd NYORNIEONIT
[SVSINVOHO ¥ VSVI VNVHVEVUd
15498 ISH4s [S¥HS
[ [ S AT
NINN NVH VLINTIIWEd SHIONAITAdWNOD 100 SHOIAYAS DISVH
ONYELIT ONVELIT DNVALIT
BNYAIH ONVaId DM YAIH
NVONVETA NYITVMVOHEdTA I
NYSITH NVSITHEN MY S0 DNNAYT "THA
IVTHV LT AES
N¥vd
YIVddH

VLOM NVONVHINAONAI NVA NVLLI'TANAd NVAvd




STMUSAYSNJ UDIEYISSY UBUEAR[3 ] g
*NVI1VHESTA URYEURLS] WPY «
UBLEIZY JEINS
I UBITUE Y 219V «
Hue|[] me(] Y s

yaduauagy] usyipipuad sEUIPIODY -
JESE(] UBYIPIPU] 1SEUIPIOOTY yedwes « d.L7A-
NVSICICNTd ueBunyBur] UBYIsIaqay « ' NYANANANAdTH
NVHISHIE9H ISVHLSIMINGY

.

LYAAYY NVNNONVEMNT
NYVYAI1LHVIASHS ® INONONE NVYHYLNIIHMA
NYLVIWYDdH

I¥THYLdAHHS

MY LYWVIHA
Y IVdEA

NVLVIAVYOI



yedwes .

uBI LY JRING .

NPUBSSO] URBY3S9Y UEUELE[S] « usBunyBury umInmEY AYY .
NV LVHASTA it s B
NVHISHEIETA dld
LVAHAVYE NYMNOIONYHWA
MY YHHLHVIISTH F INONOHH NYHYLNIHAWED
NYHYUOTEH
INTHY LTI AHS
MYHYHTHA
VIVdHHA

NVHVANTIM




wnwin ueiBeg uebusp uexsesbapung

SYWNH NYIOVE 't

-

ueejoyiad
|esseq Ip esaq eAuepe [eusyip yepy eualey sndeyig

S30AWN3d NYIOVE €

isBuny 1sesieynay

z,q_ﬁ,a.ﬂ_ﬁmﬁ_miziw%.m _
SYINNH NYQ WNINN NYI9YE 2

NNYNH NYIOYE 7 |

NYHYLNIHIWNId ¥L1Y L NYISYE |

YIWYSYIY3N Nva

ISYSINVOHO ‘MINYNH NYIOVE | |
uelfie

a4dq veuiduwid epeday qemel Gunbbuepag unweu 'epyeg
epedsy |seulpiooy sieb jeAundwew gydQ Jeueieyes
‘ueibeq-ueibeg euss ‘quiNg

uep siuye} ebequa ‘seuiq 1seuipiooyBusw wejep (Bucgs)
1eny Bued epyag uep jpem Bqas ynjuagip usisisy

VYSTN NILSISY - |
NYNNONYENd
ISYHLSINIMAY N3LSISY -
NYHYLNIY3W3d NILSISY -
:Uep UipJe) Yelse( JeLejaIieg

dYdaielelsnss g
NYITYANIONId

NYQ NYYNYINIH3d NILSISY F
LYAMYY

NYWYHILHYI3S3IM NILSISY 't
NYNNONYEINId

NVQ INONOX3 NILSISY Z

NYHYLNIY3W3d NILSISY '}

-UEP lipJa] yesse(] jeuelalias

‘eAuisbuny uep sefny uebuap lensas
EJ0NIEM U0 ueyuaqip Bued uie| sebn) ueeuesyelsd -
eJaep ueyejuuswad eueles uep eueseseld
‘ueBuenay ‘injesede efep Jaquins uelepusbusd -
UeyejuUBWa I1seqsiuiwpe ueeiebbusiaiuad -
yelse(]
Uejuuswwa ueyeligay uesnwniad ueiseuipiooybuad -
1sBuny uexeuesye|sp

HYH3IYQ LYY 134435

HYH3vd LyI¥Y1INN3S

14

£

ISYININNDYY

[4

VIV ISYSINY9Y0

NYVE ISVYSINYDYO

HYH3IVA LVIHY.LIYNIS ISYSINYOEO NYINSN




“ . ISESI[ENNEY

NYIVMYOIdIN NVIOVE €}

isBuny 1ses|epnay

wnwn :m_mwm uebuap ueyiselbajunQg

NYONYNIX NVIOYE Z) |
ISYSINYOHO NYIOYE “L1

yelsaeq
disry Jojuey ysjo ueyeuesseip yiye disie ueejojpbuad
:mnmmmcm.__ma ueiBeg uebuap uexyisesbajung

(eAunpisal
sefin) uep [e1sos Buepig uesnwniad IseuIpIo0Yy)

Ueyejuswead ey ueyisesbaqunp eAuisbuny ueibeqag -
(40 vep ueepnwaday [pucisesado yuya))

ueyipipuad seulg ay ueyiseibajuip eAwsbuny ueibeqag -
(ueelizyefeus)ay [euoisesado yiuxsy)

wnwn seuiq ey ueyiselbaunp eAuisbuny uelbeqag -
(1e1sos Buepiq jeucisesado yuy=1)

[2150S seuiq 2y ueyiselfisjunp efuisbuny ueibegag -

(uenuouoyesad buepig uesnwniad |seuipiooy)
Ueyejuuawad eje| uelbeg uep (jeuoisesado siuye))
Gepuuad seuiqg ay uexyisesbiajunp eAuisbuny ueibeqag

NN NYIDYE 6

¥ISOS NYIOYE '8

NVINONOY3¥3d NYIOVE 2 |

v03ddva uebuap uexseifaping

WYHDO0dd NYNNSNANId NYIOYE 9 |

UBUEULBLWE BlE | ueifieg us|o ueyjeuesye|Ip
yedejim sejeq uep yessep ejue ewesefisy sbung -

ueyeuepad ueifieq ueBusp ueyiselfajunp
ueejoyiad ueibeq eped ueepeibesy 1sbuny -

¥

| S — —— ==

NYWL1OAXd3d NYIOVE G
£




ISELLLIOJUI LSISIS

IGojouys) uebuequabuad uep ueeuedusiad epas elebau
usLunyop ueyqisuad iseygnd uep ueseleouad ‘|BIsisLuoy 03pIA
uep wiy uesepatad ‘ueselifuad ueesebbusjaiuad uelepuabuad
1sfiuny ieAundwsw Bued 1sewioul waysis uebuequsbuad

VALY

ONNANVE VLOX HVLNIH3IW3d SINMIAL vOVENIT NYINSN

uep uefiuelauad Buepiq ueBueuamay ueibeqas UBYEUBSHE|B| NYQ ISYIHOANI HOLNYH g
e (NQINd Uep wiNd] [epow ueweueuad uelepusbuad uep |
ueiseuipiooybuad ‘ueeueouasad 1sbuny ieAundwsw Bued [epow
ueweueuad Buepiq uebueuamay ueibeqas ueyeuesye|s) VA0 NYWYNYNId NYdvYd ¥
“JIE UEp eJepn Yeue) uelewaouad
ndyaw dnpiy ueBunyBu) ueyesniey/ueewasusd ueyebaouad
‘dnpiy uebunybuy ueyynwad ‘dnpiy uebunybu) veue)ss|ad "
ISen|ena uep uelepuabuad ‘veeuiquwad ‘uenejuelad |
‘ueiseuipiooybuad ‘veeuesuasad 1shuny ieAundwswu Buek e, |
dnpy ueBunxBuy Buepiq uefueuamay ueibegss ueyeuesyejs)y YO v¥d3dve dNAIH NVONNAONITNYAYE | €
ueunbuequiad uep ueyejuLawWwad
ueeJebbuajauad jipne uep uesemeBuad 1sBuny ueseuesyeayy QOMTML |  HYHIYA NYSYMYONId NvaOYE | ¢
eueleseld uep sy eJas ‘wioucys ‘edepnq [eisos ‘Buen. ([ONYNY VLYL NYYNYONIH3d
eje} Buepiq dnyesusw Bued ejoy ueunbuequad uelodejad NYSNYN) Y10M V1YL SYNIO - .
uep iseneas ‘welboud uelepuabuad ‘weiBoid veunsnAuad WYYO0Yd "ANId NVISvE - HYd3va NYNNONYEN3d
‘ueiseulpiooybusd ‘veeueousiad isbuny uexeuesyelayy ¥03ddvd - NYYNYONIHId NvAvd !
¥ £ 4 o Pl
_ nyve
ISVLNINNOYY YY1 ISVYSINYOHO | SINM3L VOVEIWITISYSINYOYO =~ “ON



¥

o

C

yessep uenbbunay uep wnwn ueuelesd uefuequabuad epas HYH3Ya NYSONYEWNISNId
uelleybuad uep uegyeuad uexnyejau ymun isbuny eAundwapy NYQ NVILITINId Nvave | O
. . aKing ynsewis)
" seppinyy ieju reAundwsw Bued yeisep jase ueljepuabuad HvY3va
uep uesemebuad ‘ueeuiguad ymun 1sbuny eAundwsyy 138 NYY10TA9ONId NYavd B
Jabisu weep
yuijod ewdipesed ueyeqruad uebusp ueeusyiaq eduuedeled NY LY MY HYASYINTY
Buepiq uep isbuny yoxod sefin} Buejus) ‘velfeybuad nyuad yisep 10dS0S HOLNYH WAIAYNIO NYSNHN HOLNYY | 8
_ NYNIdIId 1) [
N1 Yavd 4113V dISHY NYsSndn - -
Jneur disse uep yipie disie ueejojabuad 1sbuny uexeuesyeaj HvY3va dISYY HOLNYA - HYHIVA dISHY HOLNYY | £
uejedepuad susjod uelebbuad uep ugnbuniwad
‘uebunyylad ‘vedejsuad gndisw Guel uejedepuad 1sbuny
ueBuap uenynguwad uep 1seyuuan ‘ueereyepuagqiad ‘uesebbue Yan3adia - HYd3w{d
gndijaw Buek uebuenay 1sensiuiwpe 1sbun) uebunqebibuag NYONVNIANVIOVE - | NYONYNIN VIOTIONIdNVAYE | 9




STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMDA KOTA BANDUNG
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SEKRETARIAT DAERAH

PEDOMAN WAWANCARA
STUDI PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

. Apakah matapencaharian pokok penduduk sudah mencerminkan potensi
yang dimiliki oleh Daerah Kota Bandung saat ini?

. Kewenangan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh Pemda Kota
Bandung saat ini? Sebutkan alasan yang melatarbelakangi pendapat
Bapak/lbu tersebut?

. Bila menurut pendapat Bapak/Ibu, ada kewenangan yang seyogyanya
dimiliki tetapi kenyataannya tidak dimiliki oleh Pemda Kota Bandung,
berikan komentar Bapak/lbu?

1
. Kelembagaan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh Pemda Kota
Bandung saat ini? Sebutkan alasan yang melatarbelakangi pendapat
Bapak/lbu tersebut?

. Bila menurut pendapat Bapak/lbu, ada kelembagaan yang seyogyanya
dimiliki tetapi kenyataannya tidak dimiliki oleh Pemda Kota Bandung,
berikan komentar Bapak/lbu?

. Menurut pendapat Bapak/lbu bagaimanakah kedudukan desa saat ini dan
di masa yang akan datang?

. Bagaimana pendapat Bapak/lbu terhadap komp